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ABSTRAK 
 
 
Nama : Dian pertiwi 
Nim :  10800111031 
Judul :  Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam 
mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi 
Selatan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PP No 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat unsur-unsur SPIP yakni lingkungan 
pengendalian, penilian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta 
pemantauan yang menanamkan prinsip-prinsip Good Governance yakni: Kewajaran, 
Transparansi, Akuntabilitas, Tanggungjawab dan Kemandirian. Jenis Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretatif dan wawancara sebagai 
metode pengumpulan datanya. Penelitian ini juga menjelaskan sebuah teori Stewardship. 
Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi 
Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai 
dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, 
membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan 
ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara 
maksimal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada Dispenda provinsi sulawesi 
selatan sudah menerapkan kelima  unsur Sistem Pengendlian Intern Pemerintah dengan 
baik dan berkomitmen untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik 
melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan, sehingga tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi terwujudnya tata kelola negara yang baik. 
 
 
Kata Kunci :  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Good Governance
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pengendalian internal merupakan salah satu kunci utama sebuah organisasi 
untuk mencapai tujuannya, baik itu organisasi swasta yang berorientasi pada laba 
maupun organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba. Pengendalian internal menjadi 
sangat penting bagi suatu organisasi dikarena dengan pengendalian internal yang 
baik, maka kinerja organisasi tersebut juga akan baik. atau dengan kata lain kualitas 
pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kinerja para anggota organisasi 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya pengendalian internal 
dalam mencapai tujuan organisasi juga dijelaskan oleh Arfianti (2011) yang 
menyatakan bahwa kualitas pengendalian intern yang dipengaruhi oleh sumber daya 
manusia dan teknologi informasi akan mampu membantu suatu organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu 
Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah 
mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan 
istilah good governance. Menurut Arie Soelendro (2000:13) , dalam Arja Sadjiarto 
(2000) unsur-unsur pokok upaya perwujudan good governance ini adalah 
transparency, fairness,responsibility dan accountability. Sedangkan Hadori Yunus 
(2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur good governance adalah tuntutan 
keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), 
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tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility) dan kewajaran (fairness). Hal ini 
muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di 
berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah 
sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan 
pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting 
untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-
lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah. Menerapkan praktik 
good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas 
pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk 
menerapkan good governance adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. 
Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua 
aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam 
masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap 
perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan 
daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya 
kepuasan kerja pada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui tujuan utama sektor 
publik adalah pemberian pelayanan publik (publik service) bukan untuk 
memaksimumkan laba (Bastian, 2006). Tetapi sampai sekarang, kita sering belum 
tahu seperti apa sesungguhnya pelayanan yang akan diiterima rakyat sebagai warga 
Negara dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik 
(Syafiie, 2008). Dalam era reformasi sekarang ini isu tentang pemberian pelayanan 
publik semakin mencuat kepermukaan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat 
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keberadaban manusia yang semakin maju, dimana pemberian pelayanan yang baik 
oleh lembaga atau instansi pemberi pelayanan merupakan kata kunci yang tidak bisa 
ditawar lagi (Jonathan, 2004). Menurut Mardiasmo (2002) terdapat 3 fungsi utama 
sektor publik : (1) Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan 
umum. (2) Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat. (3) Menyediakan 
pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang 
ingin menanganinya. 
Keseriusan pemerintah untuk menerapkan good governance melalui 
peningkatan kualitas pengendalian internal ditandai dengan diterbitkannya UU No. 
UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian disusul 
dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah. Dalam  pasal 58 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa Presiden mengatur dan menyelenggarakan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dalam rangka pengelolaan 
keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Sedangkan dalam PP No. 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini dijelaskan bahwa Sistem 
Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana pada pasal 1 ayat 4 
disebutkan bahwa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang 
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selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menerapkan prinsip good 
governance dalam pengelolaan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP), BPKP sebagai badan pengawas yang bertanggungjawab 
langsung kepada Presiden telah melakukan kerjasama dengan Bank Dunia untuk 
melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) ini. Sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini dilakukan mulai dari tahun 2010 samapai 
dengan tahun 2013. Adapun instansi yang menjadi peserta bimbingan ini adalah 
beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah. Dimana yang menjadi sasaran uji 
coba, yakni Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. Sedangkan Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Kabupaten Jepara, 
kabupaten Kudus, Kota Yogyakarta, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. 
(bpkp. go.id) 
Telah tercatat sejak pada tahun 2010 Satgas PP SPIP telah melaksanakan 190 
diklat yang diikuti oleh 5.805 peserta, pelaksanaan pendidikan dan latihan SPIP 
tersebut didanai dengan 3 sumber pendanaan yaitu: APBN, ADB dan dari peserta. 
Diklat dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP dan masing-masing perwakilan. 
Kemudian pada tahun 2011, pelaksanaan pendidikan dan latihan SPIP didanai oleh 
dua sumber pendanaan yaitu; APBN (DIPA Satgas SPIP dan Pusdiklatwas) dan dari 
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peserta. Diklat dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP,dan masing-masing perwakilan 
BPKP. Sampai dengan tanggal 30 Desember 2011. (bpkp.go.id) 
Dalam implementasi good governance dalam instansi pemerintah, mengalami 
beberapa hambatan seperti yang dituliskan Ristanti dkk (2014) bahwa kasus mafia 
pajak yang menyoroti sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan 
hak angket, dan masih banyaknya instansi yang memperoleh opini disclaimer atas 
hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BKP terkhusus pada Pemkab Tabanan 2012 
yang diberikan oleh BPK. Hal yang senada juga dituliskan oleh Susilawati dan Dwi 
(2014) bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Semester I Tahun 2012 
menunjukkan adanya 5.036 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari tiga kelompok 
temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan 
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan 
struktur pengendalian intern. Kelemahan – kelemahan ini terjadi dikarenakan para 
pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara 
akurat dan tidak mentaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan 
dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, 
belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan 
yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam 
pengawasan dan pengendalian. 
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap daerah tentunya berbeda. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri 
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terhadap keuangannya. Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi 
publik yang orientasinya meningkatkan pendapatan daerah, sebagai penyelanggara 
sebagian kewenangan pemerintah maupun tugas dekosentrasi dibidang pendapatan 
daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan yang 
sangat strategis yakni: : “sebagai pengelola utama terbesar Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) digunakan mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman 
pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektif. Jadi sudah sepatutnya 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  menerapkan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan tidak menyalahi aturan 
sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan tertib sehingga 
berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi pemerintahan, terciptanya 
sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, 
transparan, professional, dan akuntabel ,terhapusnya peraturan perundang-undangan 
dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau 
golongan masyarakat, dan terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh 
peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni sebagaimana 
unsur -unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sisten 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang anatara lain: Lingkungan pengendalian, 
Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan 
pengendalian intern, dengan melihat hal ini peneliti akan menfokuskan pada 
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Bagaimana pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 
Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan 
yang baik (Good Governance). 
Dinas Pendapatan Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan (Dispenda) adalah 
instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok antara lain untuk melaksanakan 
segala usaha kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah 
kedalam kas daerah secara maksimum baik terhadap daerah yang ada maupun dengan 
penggalian sumber sumber pendapatan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Gubernur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Sebagai instansi yang mengelola dana masyarakat, maka sudah sepantasnya 
jika pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat 
melalui laporan keuangannya. Setiap kegiatan yang dijalankan oleh manajemen 
diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan utamanya serta dapat 
tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oeh 
pemerintah tersebut. Namun dalam mewujudkannya selalu ada saja kendala yang 
muncul baik dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut, untuk mengatasi 
kendala-kendala yang timbul serta untuk mencapai tujuan organisasi tersebut maka 
manajemen memerlukan suatu pengendalian yang dapat mengawasi jalan nya dari 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga terciptanya tata kelola yang 
baik (Good Governance). 
C. Rumusan masalah 
Berangkat dari masalah tersebut maka penulis menarik rumusan masalah: 
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1. Bagaimana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 
Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan.? 
2. Bagaimana  Kontribusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam 
Mewujudkan Good Governace pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan.? 
D. Tujuan penelitian  
Sebagaimana rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Menggambarkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Menggambarkan kontribusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
dalam Mewujudkan Good Governace pada Dispenda Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
E. Manfaat penelitian  
Penelitian ini tentunya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat. 
Dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat implemetasi Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah melalui Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan dalam memenuhi 
perwujudan Good Governance. Adapun dari penelitian ini mempunyai manfaat yang 
dapat dilihat dari beberapa aspek : 
a. Kontribusi Teoritis 
Dengan menggunakan paradigma interpretif penelitian ini diharapkan dapat 
menginterpretasikan pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
yang berfokus pada terciptanya Good Governance. Pada dasarnya penelitian ini 
melihat pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 
9 
 
 
 
Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggambarkan keadaan lembaga yang 
menjalankan sistem tersebut terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses 
kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 
Penelitian ini juga menjelaskan sebuah teori Stewardship. Implikasi teori 
stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah 
sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan 
kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, 
membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga 
tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 
secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards 
mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan 
pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang 
berkualitas. 
b. Kontribusi Praktiks 
Adanya penelitian ini memberi manfaat terhadap praktek pertangungjawaban 
pemerintah daerah dalam mengelola atau menjalakan tugas sebagai pelayan publik 
yang menanamkan prinsip-prinsip Good Governance yakni: Kewajaran, 
Transparansi, Akuntabilitas, Tanggungjawab dan Kemandirian. Sehingga terciptanya 
kebermanfaatan Good Governace yakni: berkurangya secara nyata praktek KKN di 
birokrasi pemerintahan, menciptakan system kelembagaan dan ketatalaksanaan 
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparansi, professional dan akuntabel, 
10 
 
 
 
kemudian menghapus peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga Negara kelompok atau golongan, dan terjaminya 
konsistensi dan kepastian hokum seluruh peraturan perundang-undangan baik 
ditingkat pusat maupun daerah.. 
c. Kontribusi Kebijakan  
Sebagaimana alasan atau latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket 
Reformasi Keuangan Negara menuju Good Governance atau tata kelola yang baik. 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 
Melekat, sistem pengendalian internalnya menggunakan pengawasan melekat atau 
sistem pengendalian manajemen. Disini pelaksanaan pengendalian lebih 
menitikberatkan pada komponen peraturan, sistem, prosedur atau kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. Karena Pengawasan Melekat masih merupakan tools 
dan bersifat statis serta tidak bisa mengikuti perkembangan jaman, terutama 
perkembangan teknologi dan informasi, sehingga belum mampu menciptakan tata 
kelola yang baik dan tata kelola yang bersih. 
Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan birokrasi yang kuat 
untuk menuju cita-cita yang diharapkan melalui penerapan pengendalian intern yang 
tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih menitikberatkan pada etika, 
moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, dan komitmen dalam penerapanya.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Agency Theory 
Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan prinsipal dan agen 
yang menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, 
atau organisasi. Principal membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun 
eksplisit, dengan agent dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan 
pekerjaan seperti yang dinginkan oleh prinsipal, dalam hal ini terjadi pendelegasian 
wewenang. 
Teori agensi sering digunakan dalam penelitian akuntansi. Adanya perbedaan 
kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan konflik antar kedua belah 
pihak. Sihite dalam sesotyaningtyas (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 
teori keagenan ini telah dipraktekkan pada sektor publik, termasuk pemerintah daerah 
di Indonesia. Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, ada dua 
perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara 
eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih (voter) atau rakyat. 
implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk 
efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku 
opportunistik (opportunistic behaviour). Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki 
informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari 
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pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya 
sendiri (self-interest) karena memiliki keunggulan kekuasaan (discretionary power). 
Konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan dimana agen tidak 
memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan prinsipal tetapi lebih cenderung 
mementingkan kepentingan diri sendiri dengan cara megabaikan kepentingan 
pemilik. Hal ini juga bisa terjadi pada organisasi sektor publik dimana pemerintah 
sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola anggaran untuk kesejahteraan 
rakyat dan rakyat sebagai pihak prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada 
pemerintah daerah 
Dalam pengelolaan keuangan, undang-undang di Indonesia memisahkan 
dengan tegas antara fungsi pemerintah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat 
(legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran, yang merupakan manifestasi 
dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam 
melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan. 
Masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak 
untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu 
memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang 
telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarkat melalui pembayaran 
pajak dan retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi 
harapan dan kepentingan masyarakat.  
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Dua sisi kepentingan yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik. 
Publik seringkali tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah. Sedangkan pemerintah daerah selaku agen lebih mementingkan kesejahteraan 
sendiri. Hal ini seperti dikemukakan pada harian Kompas dapat dilihat dari sebagian 
besar kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen, 
melebihi belanja untuk pelayanan publik. Maka dari itu diperlukan pelaporan kinerja 
dari pemerintah daerah selaku agen untuk mempertanggung jawabkan wewenang 
yang telah diberikan oleh masyarakat. Maka diperlukan regulasi untuk mengatur 
perbedaan kepentingan ini. Regulasi ini akan sangat menentukan pengelolaan sumber 
daya yang dilakukan pemerintah daerah. Adanya lembaga pengawas berupa legislatif 
termasuk didalamnya memerankan pengendalian terhadap kinerja keuangan. 
Pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan kinerjanya melalui laporan 
keuangan setiap periodenya. 
Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian 
intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah. Moeller (2007, 4) menyampaikan pendapat bahwa 
pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada 
perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 
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B. Stewardship theory 
Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah 
termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil 
utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). 
Teori ini mengambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan 
kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsari (2009) Teori 
stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia 
dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang 
berintegritas. 
Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat 
selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara 
pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai 
tujuan organisasi. Organisasi sektor public memiliki tujuan memberikan pelayanan 
kepada public dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (public). 
Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor public dengan teori 
stewardship. Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang 
kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan  
berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan 
pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila 
tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa 
puas dengan kinerja pemerintah. 
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Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi 
sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan 
Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson 
2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah 
dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards 
dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak informasi keuangan (driver) 
berjalannya transaksi kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya 
spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi 
semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi 
sektor publik, principal semakin sulit untuk  melaksanakan sendiri fungsi-fungsi 
pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan fungsi 
pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik 
sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) 
pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang 
lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar 
kepercayaan (amanah = trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, 
sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship 
theory. Teori ini merupakan penatalayanan dimana kaitannya terhadap organisasi 
didalam kepemerintahan. Menurut Mahsun 2010 pemerintahan yang baik harus 
memiliki akuntabilitas kinerja yang baik 
Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis 
dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas 
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mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada pemberi 
tanggung jawab dengan kewajiban membuat pelaporan dan pengungkapan secara 
jelas. Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) 
dengan beberapa asumsi-asumsi dasar (fundamental assumptions of stewardship 
theory) ditunjukkan dalam tabel berikut : 
Asumsi Dasar Teori Stewardship 
Tabel 2.1 
Manager as Stewards 
Approach To Governance Sociological and Psychological  
Model of human behavior Collectivistic, pro-
organizational, trustworthy  
Managers Motivated by  Principal objectives 
Manager-Principal Interst  Covergence 
Structures That Facilitate and Empower 
Owners Attitude Risk-Propensity 
The Principal-Manager 
Relantionship Relly on 
Trust 
Sumber : Podrug, N (2011:406) 
Menurut Podrug beberapa pertimbangan penggunaan stewardship theory 
sehubungan dengan masalah penelitian ini :  
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1. Manajemen sebagai stewards (pelayan/penerima amanah/pengelolah)  
Stewardship theory memandang bahwa pemerintah sebagai 
“stewards/penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan 
bijaksana bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah Daerah bertindak sebagai 
stewards, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 
organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara 
langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. 
2. Pendekatan governance menggunakan sosiologi dan psikologi  
Teori stewardship menggunakan pendekatan governace atas dasar 
psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji 
situasi manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi untuk 
bertindak sesuai dengan keinginan principal dan organisasi. Implikasinya 
pada penelitian ini adalah Pemda memberikan pelayanan kepada masyarakat 
bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga pertimbangan sosiologis 
maupun psikologis masyarakat guna mencapai good governance. Pendekatan 
governace yaitu menghasilkan tingkat kemandirian keuangan dengan 
mempertimbangkan faktor sosiologi dan psikologi. Pertimbangan faktor 
sosiologi dilakukan pada saat efektivitas pengendalian intern dalam konteks 
lingkungan pengendalian berupa nilai etika dan integritas. Pertimbangkan 
faktor psikologi dilakukan pada saat analisis variabel kemampuan manajemen 
berupa motivasi pimpinan pemda dalam melaksanakan fungsi-fungsi 
manajemen.  
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3. Model Manusia, berprilaku kolektif untuk kepentingan organisasi  
Model of man pada stewardship theory didasarkan pada steward 
(pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama 
dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu 
pilihan antara perilaku self serving dan pro-organisational. Steward akan 
mengantikan atau mengalihkan self serving untuk bertindak kooperatif. 
Kepentingan antara steward dan principal tidak sama, tetapi steward tetap 
akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Steward berpedoman bahwa 
terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan 
tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, misalnya dengan 
melakukan efisiensi biaya dan peningkatan kualitas/kinerja.  
Implikasi pada penelitian ini bahwa pemerintah kabupaten atau kota se- 
Sumatera dan kinerja keuangan secara kolektif (bersama-sama) dan kooperatif 
mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya pada belanja modal dan 
pembiayaan investasi dalam pelayanan terhadap masyarakat.  
4.  Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan principals  
Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi para 
pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan 
pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga steward 
(manajemen) bertindak sesuai keinginan prinsipal.  
Konteks penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan yang baik, 
terdapat belanja modal dan investasi yang cenderung bersikap sesuai dengan 
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perspektif teori pengelolaan (stewardship theory). Seorang aktor yang rasional 
yang tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai 
penerima amanah (penatalayanan) yang memiliki motif yang sejalan dengan 
tujuan prinsipal.  
5. Kepentingan manajer-principal adalah konvergensi  
Teori stewardship mengasumsikan bahwa kepentingan legislatif dan 
principal adalah kovergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama 
menuju satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi 
tercapai maka kepentingan individu juga terpenuhi 
6. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan  
Teori stewardship menggunakan struktur yang memfasilitasi dan 
memberdayakan. Penelitian ini menggunakan variabel belanja modal dan 
investasi. Penggunaan variabel tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi dan 
memberdayakan pengendalian intern menjadi efektif guna menghasilkan 
tingkat kemandirian keuangan yang baik 
7. Sikap pemilik mempertimbangkan risiko  
Teori stewardship cenderung mempertimbangkan risiko. Penelitian ini 
menguji kinerja keuangan dilihat dari tingkat kemandirian keuangan dengan 
mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi untuk dapat 
menghasilkan kinerja keuangan yang baik.  
8. Hubungan principals-manajemen saling percaya  
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Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat 
manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak 
dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap 
pihak lain. Filosofis tersebut tersirat dalam hubungan fidusia antara principals 
dan manajemen. Stewardship theory memandang manajemen sebagai institusi 
yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 
kepentingan principals maupun organisasi.  
Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan 
eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk 
bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan 
fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan 
kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan 
masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab 
tersebut maka stewards mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam 
mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi 
keuangan yang berkualitas.  
Informasi keuangan dilihat dari kinerja keuangan pemerintah melalui 
anggaran pemerintah daerah. Anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sendiri di 
lihat dari keadaan tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian 
keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan daerah. 
Kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan kemandirian daerah terutama dalam 
melaksanakan pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana 
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kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui 
penggalian kekayaan asli daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang 
harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan 
kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah 
yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007). 
C. Stakeholder theory 
Istilah Stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research 
Institute (RSI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984). Freeman (1984) mendefinikan 
stakeholder sebagai “any group or individual who can affect or be affected by the 
achievement of an organization’s objective.” bahwa stakeholder merupakan 
kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses 
pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, 
komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki 
hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013). 
Sedangkangkan Bryson (2001) mendefinisikan stakeholder ialah suatu 
individu, kelompok, atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap 
sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan 
dalam organisasi public maupun swasta ialah sejauhmana organisasi tersebut dapat 
menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat sebagai stakeholder utama). 
Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan 
aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder (Putro,2013), Putro juga menekankan 
pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang 
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berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang- 
Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang 
dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. 
D. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya 
sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini 
baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan 
pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian 
maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus 
dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan 
suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan 
kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan 
efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset 
negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini 
dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, 
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 59. 
 أمُكأنِم ِر أَم ألْا يِلُوأَو َلىُس َّرلا اُىعيَِطأَو َ َّللَّا اُىعيَِطأ اُىنَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي  يِف أُمت أعَزاََنت أِنئَف
 ِ َّللَّاِب َنُىنِم أُؤت أُمتأنُك أنِإ ِلىُس َّرلاَو ِ َّللَّا َىلِإ ُهوُّدَُرف ٍء أيَش ُنَن أَسأَو ورأيَر  َِل
َِٰ ِرِر أآخا  ِ أىَيألاَو 
 الًيِوأ َأت ﴿٩٥  
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Terjemahan:  
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika 
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utma (bagimu) dan lebih baik akibatnya” 
 
Ayat diatas jika dikaitkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan 
peraturan maka semua instansi diwajibkan untuk patuh terhadap standar atau hukum 
yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi 
yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Sebagaimana dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) yang dalam hal ini harus di terapkan sebagaimana mestinya oleh organisasi 
sektor publik sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan lingkungan organisasi 
yang bebas dari permasalahan yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai 
akuntabilitas keuangan. Kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan terjadi 
selain karena tingkat korupsi yang tinggi juga disebabkan oleh kebocoran anggaran 
dan pengukuran kinerja berbasis kemampuan menyerap anggaran (Sadeli, 2008). 
Penyebab lain dari rendahnya akuntabilitas keuangan yaitu rendahnya kualitas 
sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya 
pengawasan keuangan (Arfianti,2011). 
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai 
sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan 
Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi 
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pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, 
dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang 
memadai, bukan keyakinan mutlak. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 
menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya 
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian 
Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian 
efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur 
Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and 
benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan 
perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. 
Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman 
penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system 
pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu 
mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, 
kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta 
dilakukan secara komperhensif. Unsur – unsur pengendalian internal menurut PP No. 
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60 Tahun 2008 tentang Sisten Pengendalian Intern Pemerintah, dibagi menjadi lima 
kelompok, yaitu :  
a) Lingkungan pengendalian.  
Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harusmenciptakan dan 
memelihara lingkungan dalam keseluruhanorganisasi yang menimbulkan perilaku 
positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat 
melalui: 
a. penegakan integritas dan nilai etika; 
b. komitmen terhadap kompetensi; 
c. kepemimpinan yang kondusif; 
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia; 
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
Penjelasan mengenai masing – masing dari sub unsur lingkungan 
pengendalian ini, kemudian dijelaskan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 5,6,7,8,9,10,11, dan 12. 
b) Penilaian risiko.  
Unsur selanjutnya dari SPIP adalah penilaian risiko. Hal pertama yang 
dilakukan yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam sub ini yaitu melihat 
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kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan sasarannya, serta 
kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan. Setelah penetapan tujuan telah 
dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi risiko atas risiko intern 
dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, 
kemudian menganalisis risiko yang mungkin terjadi serta dampak yang mungkin 
ditimbulkan mulai dari yang tertinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. 
Berdasarkan penilaian risiko diatas, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dan 
membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian yang menjadi 
unsur ketiga dalam pengendalian intern ini  dibangun dengan maksud untuk 
merespon risiko yang dimiliki dan memastikan bahwa respon tersebut efektif.  
c) Kegiatan pengendalian.  
Kegiatan pengendalian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur 
ketiga SPIP yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian 
adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi 
risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan 
oleh instansi pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat berupa: 
a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. 
b. Pembinaan sumber daya manusia. 
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. 
d. Pengendalian fisik atas asset. 
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. 
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f. Pemisahan fungsi. 
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. 
k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan 
kejadian penting. 
d) Informasi dan komunikasi. 
Unsur SPIP berikutnya adalah informasi dan komunikasi. PP Nomor 60 
Tahun 2008 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah yang dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah; sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan 
atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Sehubungan 
dengan definisi tersebut, maka PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk 
menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi 
pemerintah Dan selanjutnya seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah 
dilaporkan dan dikomunikasikan (unsur keempat). 
Terkait dengan unsur informasi dan komunikasi, terdapat beberapa Hal-hal 
yang perlu di perhatikan dan dipertimbangkan, yaitu : 
a. Pimpinan Instansi Pemerintah sudah menggunakan bentuk dan sarana 
komunikasi efektif, berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat 
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edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, 
rekaman, video, e-mail, dan arahan lisan.  
b. Pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat 
berhubungan dengan pegawai di seluruh organisasi dan memperlihatkan 
dukungan terhadap pengendalian intern. 
e) Pemantauan.  
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan 
SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian 
intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup 
kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar 
audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi 
penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, 
dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor 
aparat pengawasan intern pemerintah. 
Unsur terakhir dari SPIP adalah pemantauan pengendalian intern di mana PP 
Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pemantauan pengendalian intern sebagai 
proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang 
memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera 
ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 
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dapat dilakukan dengan cara: Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan 
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya 
Kelima unsur sistem pengendalian intern diatas, bukanlah unsur – unsur 
pengendalian intern yang berdiri sendiri, melainkan unsur – unsur yang saling terkait 
antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan proses pengendalian 
menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus - menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dari 
pengendalian adalah orang-orang atau sumber daya manusia (SDM) di dalam 
organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai 
sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Keterkaitan antara kelima 
unsur SPIP ini  dapat dilihat dalan gambar dibawah ini: 
 
Gambar 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: www. bpkp.go.id 
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E. Good Governance  
Good governance didefinisikan oleh World Bank dalam Mardiasmo (2009:18) 
sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 
jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran 
terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang 
secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 
legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000, menjelaskan pengertian 
kepemerintahan yang baik, yaitu kepemerintahan yang mengembangkan dan 
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan 
prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh 
seluruh masyarakat. 
Menurut Zarkasyi (2008:36) definisi dari Good Corporate Governance adalah 
(GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat 
peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan 
(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan 
komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan. 
Terdapat dua istilah yang digunakan dalam penjabaran mengenai tata kelola 
yang baik ini, dimana ketika kita berbicara mengenai tata kelola perusahaan yang 
baik dalam konteks organisasi swasta maupun sektor publik berorientasi laba, maka 
istilah tata kelola yang baik yang digunakan adalah istilah good corporate 
governance. Dan jika dalam organisasi nirlaba, maka istilah yang digunakan adalah 
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good governance. Perbedaan dari kedua istilah ini terletak pada kata corporate yang 
jika kita artikan secara harfiah berarti perusahaan. Yang seperti telah kita ketahui 
bersama bahwa istilah perusahaan hanya digunakan untuk organisasi yang 
berorientasi pada laba saja.   
Ruspina (2013) menyatakan bahwa tata pemerintahan mencakup seluruh 
mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat 
mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban 
dan menjembatani perbedaan-perrbedaan diantara mereka. Dalam tulisannya tesebut 
Ruspina juga menyatakan bahwa good governance memiliki beberapa atribut kunci 
seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu 
mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama dari good 
governance adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam 
penyelesaian berbagai persoalan politik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol 
(check and balance) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang 
memegang kekuasaan tersebut. 
United Nations Development Program (UNDP) dalam Rasul (2009) 
mendefinisikan Good Governance sebagai “the exercise of political economi, and 
administrative authory to manage a nation’s affair at all levels”. Dari pengertian 
yang diungkapkan oleh UNDP kita dapat melihat bahwa ternyata terdapat tiga pilar 
utama dari good governance ini, yaitu economic, political dan administrative. 
Dimana istilah economic governanace  merujuk kepada proses – proses pembuatan 
keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi disuatu negara dan interaksi diantara 
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para pelaku ekonomi. Sedangkan policitcal governanace merujuk kepada proses – 
proses pembuatan kebijakan. Serta administrative governance merujuk kepada sistem 
implementasi kebijakan.  
Aji (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa manfaat utama 
diterapkannya konsep Good Governance, yaitu:  
a. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi pemerintahan  
b. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang 
bersih, efisien, efektif, transparan, professional, dan akuntabel  
c. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat  
d. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-
undangan baik ditingkat pusat maupun daerah 
Berdasarkan keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, 
terdapat lima prinsip good governance, yaitu : 
a. Kewajaran (fairness) 
Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 
mendefinisikan kewajaran (fairness) sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam 
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut KNKG 
menjelaskan bahwa kewajaran (fairness) mengandung unsur perlakuan yang 
adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Defenisi 
kewajaran (fairness) ini menekankan kata keadilan dan kesetaraan di 
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dalamnya, yang berarti untuk mencapai good governance suatu informasi 
tidak boleh memihak satu pihak saja tapi semua pihak yang memiliki 
kepentingan atau menjadi pengguna informasi tersenut.  
b. Transparansi (tranparancy) 
Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 
mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 
materil dan relevan mengenai perusahaan. Selain itu, menurut Komite 
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjelaskan bahwa transparansi 
(transparancy) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan 
informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat 
diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan 
masyarakat. Agoes dan I Cenik (2014: 1004) menyatakan bahwa informasi 
disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku 
kepentingan.  
 Dari definisi diatas, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa untuk 
menilai transparansi suatu informasi ada beberapa kriteria yang harus 
terkandung dalam informasi tersebut, yaitu informasi itu harus relevan, tepat 
waktu, juga lengkap dan mudah diakses. Kelengkapan dari informasi ini dapat 
diliat dari ada atau tidaknya pengungkapan dalam informasi tersebut. Agoes 
dan I Cenik (2014: 1004) menyatakan bahwa dengan penerapan prinsip 
transparansi ini berarti tidak ada hal – hal yang dirahasiakan, disembunyikan, 
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ditutupi ataupun ditunda – tunda pengungkapannya dari informasi yang 
diberikan.  
c. Akuntabilitas (accountability) 
Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 
mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 
secara efektif. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa akuntabilitas 
(accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan 
cara mempertanggungjawabkannya. Pengertian lainnya diuraikan oleh 
Kumaat (2011:23) akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang 
diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara 
komperhensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang 
berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berarti suatu 
organisasi memiliki kewajiban atau tanggungjawan untuk membuat laporan 
keuangan atau memberikan informasi yang dapat dipercaya sehubungan 
dengan organisasi tempatnya bekerja.  
d. Tanggungjawab (responsibility) 
Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 
mendefinisikan pertanggungjawaban sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan 
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa 
pertanggungjawaban (responsibility) yaitu perusahaan harus mematuhi 
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peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 
masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha 
dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate 
citizen.  
e. Kemandirian (independency) 
Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 
mendefinisikan independensi sebagai suatu keadaan di mana perusahaan 
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan 
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya menurut 
KNKG menjelaskan bahwa independensi mengandung unsur kemandirian 
dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya. 
Sedangkan UNDP (1997) mengungkapkan prinsip yang harus dianut dan 
dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : 
a. Partisipasi  
Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam 
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang 
diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi 
berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi 
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agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini 
meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian 
pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan 
masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda 
pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan 
mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. 
Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan 
kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang 
cocok bagi partisipan. Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa 
hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah :  
a) Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik  
b)  Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan 
mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk 
aktivitas warga negara dalam kegiatan publik,  
c)  Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan 
publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi 
kegiatan masyarakat dan layanan public. (Loina:2003) 
b. Penegakan Hukum 
Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak 
tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah 
daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan 
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berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan 
kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping 
itu pemerintah daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang 
bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. 
Pemerintah daerah,  maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang 
dapat menimbulkan KKN. Proses mewujudkan cita good governance harus 
diimbangi dengan komitmen untuk penegakan hukum (gakkum), dengan 
karakter : (a) supremasi hukum, (b) kepastian hukum, (c) hokum yang 
responsif, (d) penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan (e) 
independensi peradilan.  
c. Tranparansi 
Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam 
memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi (transparency) 
secara harafiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able 
to be seen through) (Collins, 1986). Dengan demikian transparansi adalah 
keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan 
(Wardijasa, 2001).  Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk 
menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi di setiap 
kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan (fairness) 
dapat ditumbuhkan. 
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Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan 
tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan 
ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi 
sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal 
bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang 
hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak 
proporsional. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk 
memberantas KKN diperlukan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan 
keuangan negara, serta pengelolaan sektor-sektor publik. 
Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut 
pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang 
kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah 
daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui 
brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. 
Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara 
mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi 
yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat 
rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan 
informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada 
masyarakat. 
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d. Responsif 
Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap 
aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah harus memiliki etik individual, 
dan etik sosial. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial, 
pemerintah harus memperhatikan karakteristik kultural, dan perlakuan yang 
humanis pada masyarakat. Pemerintah daerah perlu membangun jalur 
komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan 
kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, 
prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, pemerintah daerah 
akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik 
mengumpulkan pendapat masyarakat 
e. Kesepakatan 
Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai 
penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai 
konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing 
pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai 
kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Pengambilan 
keputusan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan 
kesepakatan bersama.  
f. Kesetaraan dan Keadilan 
Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk 
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menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang kurang beruntung, seperti 
mereka yang miskin dan lemah, tetap terakomodasi dalam proses 
pengambilan keputusan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kaum 
minoritas agar mereka tidak tersingkir. Selanjutnya kebijakan khusus akan 
disusun untuk menjamin adanya kesetaraan terhadap wanita dan kaum 
minoritas baik dalam lembaga eksekutifdan legislatif. Kesamaan dalam 
perlakuan dan pelayanan. Pemerintah harus memberikan kesempatan 
pelayanan dan perlakuan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. 
g. Efektifitas dan Efisiensi 
Berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas diukur dengan 
parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan 
masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi diukur 
dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua 
masyarakat. Pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai 
dengan kebutuhan nyata masyayarakat, rasional, dan terukur.  
h. Akuntabilitas  
Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala 
bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat 
kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus 
mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada masyarakat. Untuk mengukur 
kinerja mereka secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem 
pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila 
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terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pertanggungjawaban pejabat publik 
terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan mengurus 
kepentingannya. Ada akuntabilitas vertikal (pemegang kekuasaan dengan 
rakyat; pemerintah dengan warga negara; pejabat dengan pejabat di atasnya), 
dan akuntabilitas  horizontal (pemegang jabatan publik dengan  lembaga 
setara; profesi setara). 
i. Wawasan Kedepan 
Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan 
mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga 
merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. 
Pandangan strategis untuk menghadapi masyarakat oleh pemimpin dan 
publik. Hal ini penting, karena setiap bangsa perlu memiliki sensitivitas 
terhadap perubahan serta prediksi perubahan ke depan akibat kemajuan 
teknologi, agar dapat merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan 
mengantisipasi permasalahan. para pemimpin dan masyarakat memiliki 
persepktif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia 
(human development). Bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk 
pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek histori, cultural, 
dan kompleksitas yang mendasari perspektif mereka 
Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah 
pembangunan secara umun sehingga dapat membantu dalam penggunaan 
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sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima 
secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan 
didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat 
yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu proaktif 
mempromosikan pembentukan forum konsultasi masyarakat, serta membuat 
berbagai produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. 
K. A. Tajuddin dalam Ruspina (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa  
faktor yang mempengaruhi implementasi good governance, antara lain :  
a. Faktor manusia pelaksana (man)  
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governance sebagian besar 
tergantung pada pemerintah daerah (local grovt) yang terdiri dari unsur 
pimpinan daerah. Disamping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan 
daerah lainnya yaitu pegawai daerah itu sendiri.  
b. Faktor partisipasi masyarakat (public participation)  
Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak terlepas dari 
adanya partisipasi aktif anggota masyarakat (public participation). 
Masayarakat didaerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu 
merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah 
daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap 
pencapaian good governance adalah sikap mendukung terhadap 
penyelenggraan pemerintahan.  
c. Faktor keuangan daerah (funding or budgeting)  
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Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan 
self supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan 
merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian good 
governance. Ini berarti bahwa penerapan dan pemcapaian good governance di 
daerah atau lokal membutuhkan dana/finansial. 
Dasar hukum good governance pada institusi pemerintahan, pertama adalah 
TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan 
Bersih, yang mencakup : 
a. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, 
akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. 
b. Terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap 
kepentingan dan aspirasi rakyat diseluruh wilayah negara, termasuk daerah 
terpencil dan perbatasan 
c. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas 
politik dan pemerintahan.  
Dasar hukum kedua, yaitu PP No. 1 Tahun 2000 tentang Pemerintahan yang 
baik, berisi antara lain:  
a. Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip 
profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima. 
b. Demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan diterima oleh 
seluruh masyarakat.  
44 
 
 
 
Untuk menegakan GG pada institusi pemerintah tentunya diperlukan action 
plan atau agenda pemerintahan dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik 
(Good Governance). Menurut Bintoro Tjokroamidjojo ada 5 (lima) agenda yang 
harus dilaksanakan, yaitu:  
a. Perubahan sistem politik ke arah sistem politik yang demokratis, partisipatif 
dan egalitarian 
b. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), dimana kekuatan militer 
harus menjadi kekuatan yang profesional dan independent 
c. Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada 
peningkatan profesionalisme birokrasi pemerinta 
d. Reformasi pemerintahaan yang juga penting adalah perubahan dari pola 
sentralisasi ke desentralisasi 
e. Menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government). Untuk itu semua 
aparat institusi pemerintahan (birokrasi) perlu dipikirkan secara manusiawi 
berkaitan dengan wealfare system, manpower planning dan penegakan 
hukumnya. 
F. Penelitian Terdahulu  
Keterkaitan antara SPIP dengan good governance telah banyak dibahas dalam 
beberapa penilitian, antara lain  Fadillah (2011) dan Pratolo (2007), Halim (2012), 
Ristanti dkk (2014) dan juga sebuah artikel yang ditulis oleh Ichsan. Dalam tulisan 
Ichsan disebutkan bahwa dengan SPIP yang baik, maka kemauan dan kesempatan 
untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan 
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pegawai pemerintahan akan semakin kecil. Sehingga akan berdampak kepada 
meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mencerminkan prinsip – prinsip good 
governance di dalamnya yang menjadi bukti telah diimplemetasikannya prinsip good 
governanace dalam instansi pemerintah tersebut.  
Hubungan antara pengendalian internal dan good governance telah terbukti 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2011) dan Pratolo (2007). Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Fadillah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) seluruh 
Indonesia, hasilnya membutikan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan 
terhadap penerapan good governance. Hasil yang sama juga ditunjukkan dari 
penelitian Pratolo bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan kinerja BUMN baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pada BUMN di 
Indonesia, perusahaan perlu meningkatkan pengendalian internnya dalam rangka 
peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian 
lainnya juga dibuktian oleh Halim (2012) yang dilakukan di satuan kerja lingkup 
wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, dimana 
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap good governance. 
Dari pemaparan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 
membahas mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap penerapan good 
governance maupun good corporate governanance, kita dapat menyimpulkan bahwa 
ternyata terdapat pengaruh yang sangat besar dari pengendalian internal terhadap 
penerapan good governance dalam instansi pemerintahan. Hal ini dikarena, dengan 
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pengendalian internal yang baik, maka kinerja organisasi sendiri dapat meningkat 
yang menyebabkan laporan keuangan sebagai wujud pertannggungjawaban instansi 
pemerintah akan menjadi andal atau dapat dipercaya dan juga yang pastinya dalam 
laporan keuangan tersebut akan mencerminkan prinsip – prinsip dari good 
governance sendiri, yaitu fairness, accountability, independency, responsibility, dan  
transparancy. 
Keterkaitan antara pengendalian intern pemerintah dan implementasi good 
governance ini juga dijelaskan oleh Ristanti dkk (2014) dalam penelitiaanya bahwa  
jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, 
pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, asset milik Negara tetap aman dan 
peraturan perundang-undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola 
pemerintahan yang baik. Dari hasil penelitian yang mereka lakukan diperoleh bukti 
bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan komitmen 
organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan good 
governance. Hal ini semakin memberikan bukti bahwa dengan peningktakan kualitas 
sistem pengendalian internal dapat memberikan pengaruh terhadap penerapan good 
governance dalam instansi pemerintah.  
Ichsan menyatakan bahwa dengan kualitas pengendalian intern yang semakin 
baik maka keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang 
dan kekuasaan diyakini akan semakin kecil. Sehingga integritas pejabat dan pegawai 
pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan di 
mata masyarakat akan semakin baik. Pernyataan dari ichsan ini, sekali semakin 
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memperkuat mengenai keterkaitan antara kualitas pengendalian internal dengan 
implementasi good governance pada instansi pemerintah. Dari pemaparan Ichsan kita 
dapat melihat bahw adengan adanya pengendalian internal yang baik, maka 
implementasi good governance pada instansi pemerintah bukan lagi hanya angan – 
angan atau buah bibir semata tetapi juga dapak menjadi angin segar bagi pemerintah 
untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, yang nantinya akan membawa 
negara untuk mencapai tujuan negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia 
Penelitian mengenai good governance sebelumnya diteliti oleh pratolo (2006) 
yang meneliti mengenai pengendalian intern, komitmen organisasi terhadap 
penerapan prinsip-prinsip good governance menemukan bahwa lemahnya 
pengendalian manajemen akan berpengaruh secara kuat terhadap penerapan prinsip-
prinsip good corporate faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam 
pelaksanaan tugas pemerintahan desa di kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan 
Tengah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan, pelatihan, motivasi, 
pengelaman kerja, sikap loyal dan budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja kepala desa di Kabupaten Katingan. Penelitian Tugiman (2000), menunjukkan 
komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, baik sebagai individu 
maupun kelompok akan menciptakan organisasi/perusahaan yang economy, 
effeciency, dan effectiveness untuk menghasilkan good corporate governance dalam 
institusi, yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi.  
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Aprilia (2008) meneliti tentang komitmen organisasi sebagai mediasi 
pengaruh pemahaman prinsip-prinsip good governance dan Gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja sektor publik pada KABAG dan KASUB Rokan Hilir, hasil antara 
komitmen, good governance dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja sector publik. 
Trisnaningsih (2007) juga meneliti tentang independensi auditor dan komitmen 
organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya 
kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor, hasil penelitiannya 
juga menunjukan pemahaman good governance tidak berpengaruh langsung, 
kemudian untuk gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh 
langsung terhadap kinerja auditor.  
Prasetyono dan Kompyurini (2007) meneliti tentang analisis kinerja rumah 
sakit daerah dengan pendekatan balance scorecard bredasarkan komitmen organisasi, 
pengndalian intern dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
(GCG), hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan bahwa komitmen 
organisasi, pengendalian intern dan prinsip-prinsip good corporate governance 
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja rumah sakit, kemudian secara 
parsial komitmen organisasi, pengendalian intern dan prinsip-prinsip good corporate 
governance berhubungan positive tetapi tidak begitu signifikan. 
Kemudian Ulfa Fimela (2011) juga meneliti tentang pengaruh good 
governance, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja sector 
publik pada Kabupaten kampar, hasil penelitiannya juga menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara good governance, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi 
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terhadap kinerja sektor publik. Dian Kemala (2011) juga meneliti tentang pengaruh 
pemahaman prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern dan komitmen 
organisasi terhadap kinerja sektor publik, hasil penelitiannya mengindikasikan 
organisasi berhasil dalam mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan 
pemahaman prinsip-prinsip good governance dan pengendalian intern.  
Tabel 2.2 
 
 
Peneliti Hasil Penelitian 
1) Ristanti, Ni 
Made Asih dan 
Ni Kadek 
Sinarwati dan 
Edy Sujana 
Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good 
Governance. Menunjukan SPIP yang baik, maka kemauan 
dan kesempatan untuk melakukan penyelewengan dan 
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan pegawai 
pemerintahan akan semakin kecil. Sehingga akan 
berdampak kepada meningkatkan kualitas laporan keuangan 
yang mencerminkan prinsip – prinsip good governance di 
dalamnya yang menjadi bukti telah diimplemetasikannya 
prinsip good governanace dalam instansi pemerintah 
tersebut 
2). Depi Oktia 
Ruspina 
Penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Aparatur 
Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap 
Penerapan Good Governance. Menunjukkan secara simultan 
bahwa komitmen organisasi, pengendalian intern dan 
prinsip-prinsip good corporate governance mempunyai 
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hubungan yang signifikan terhadap kinerja rumah sakit, 
kemudian secara parsial komitmen organisasi, pengendalian 
intern dan prinsip-prinsip good corporate governance 
berhubungan positive tetapi tidak begitu signifikan 
2) Dian Kemala 
 
 
Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman 
Prinsip-prinsip Good governance, Pengendalian Intern dan 
Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik. Hasil 
penelitiannya mengindikasikan organisasi berhasil dalam 
mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan 
pemahaman prinsip-prinsip good governance dan 
pengendalian intern 
3) Prasetyono dan 
Kompyurini  
 
 
Meneliti Tentang Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah 
Dengan Pendekatan Balance Scorecard Bredasarkan 
Komitmen Organisasi, Pengndalian Intern Dan Penerapan 
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG), hasil 
penelitiannya menunjukkan secara simultan bahwa 
komitmen organisasi, pengendalian intern dan prinsip-
prinsip good corporate governance mempunyai hubungan 
yang signifikan terhadap kinerja rumah sakit, kemudian 
secara parsial komitmen organisasi, pengendalian intern dan 
prinsip-prinsip good corporate governance berhubungan 
positive tetapi tidak begitu signifikan. 
4) Muhammad 
ichsan dalam 
(Pratolo dan 
Faradillah) 
Penelitian dengan judul Pengendalian Intern, Komitmen 
Organisasi terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good 
Governance. Menemukan bahwa lemahnya pengendalian 
manajemen akan berpengaruh secara kuat terhadap 
penerapan prinsip-prinsip good corporate faktor yang 
mempengaruhi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas 
pemerintahan desa di kabupaten Katingan Provinsi 
Kalimantan Tengah.  
51 
 
 
 
 
G. Rerangka Konseptual 
Dengan adanya kerangka konseptual ini akan memberikan kemudahan 
kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-
pertanyan terhadap objek masalah penelitian. Rerangka konseptual pada penelitian 
ini memberikan gambaran tentang implementasi Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP) pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
menggambarkan keadaan lembaga yang menjalankan sistem tersebut terbatas pada 
internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja diorganisasi, melalui unsur 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, serta pemantauan.  
Berikut adalah kerangka konseptual yang dibangun dalam memecahkan 
masalah dalam penelitian 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005:6): Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara 
holistik, dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 
dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. 
Adapun lokasi penelitian yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan (Dispenda) yang beralamat di Jln A.P.Pettarani. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan interpretif. Menurut 
Newman (1997:62) dalam Erna (2008) terdapat tiga pendekatan, yaitu positivisme, 
interpretif, dan kritikal. Ketiganya memiliki tradisi yang berbeda dalam teori sosial 
dan teknik penelitiannya. Dengan menggunakan paradigma interpretif, kita dapat 
melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian. Pendekatan 
interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa 
sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang 
diteliti. Pendekatan interpretif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum 
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pendekatan interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku 
secara detail dengan langsung mengobservasi. 
Menurut Burel dan Morgan (1993) Paradigma Interpretatif mempunyai 
pendirian yang sama dengan kaum fungsionalis tetapi lebih subjektif. Memahami 
kenyataan sosial apa adanya, kesadaran terlibat, kenyataan sosial dibentuk oleh 
kesadaran dan tindakan seseorang mencari makna dibalik sesuatu. Para penganut 
paradigma interpretif lebih menekankan aspek partisipan dari pada aspek pengamat. 
Tetapi penganut paradigma ini tetap menekankan pada aspek regularitas karena 
adanya asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu entitas yang bersatu dan teratur. 
Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai (tointerpret atau 
tounderstand, bukan to explain dan to predict) sebagaimana yang terdapat dalam 
paradigma positivisme. Seperti penjelasan Thomas Schwandt, yang dikutip Crotty, 
“interpretivisme dianggap bereaksi kepada usaha untuk mengembangkan sebuah ilmu 
alam dari yang social. Peneliti memilih pendekatan interpretif dikarenakan dalam 
penelitian ini peneliti bertujuan untuk menginterpretasi sejauh mana  Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Dispenda) mengimplementasikan 
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang didasarkan pada 
persiapan yang telah dilakukan pemerintah Kota Makassar, kendala yang dihadapi 
menuju implementasi, serta respon organisasi dan sikap individu/pegawai dalam 
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) . 
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C. Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah 
informan. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai pengalaman dan 
 pengetahuan tentang PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP, yang terdiri atas informan 
utama yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan 
dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan 
yang sedang diteliti adapun yang menjadi informan utama pada penelitian ini yaitu 
Bapak Drs. Eddy Pappang, M.si selaku KABID Pengendalian dan Pengawasan Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dan informan pendukung, 
yang dapat memberikan informasi yaitu Bapak Muhammad Rusmin, ST. M.si selaku 
KASI Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan dan Bapak H. Sabirin 
Daud Nompo, SE.MM selaku KASI Pengawasan Keuangan Materil dan Personil. 
D. Sumber Data Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 
langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusit erfokus (focus 
grup discussion-FGD). Dalam penelitian ini, sumber data primer akan diambil adalah 
data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara (data hasil 
wawancara) sedangkan Data Sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 
sekunder dapat diperoleh dari (Dokumen formasi berbasis kompetensi/jabatan, SOP 
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Penerimaan Pegawai / rekrutmen Uraian Jabatan SOP pengelolaan pegawai (promosi, 
mutasi,remunerasi, dll)  serta Panduan dan Penilaian. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Menurut Rachman, bahwa penelitian disamping menggunakan metode yang 
tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Metode 
yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini menurut Lexy 
Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif adalah dengan proses 
trianggulasi, yaitu: 
1. Interview/ Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 
itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviuwer) yang 
mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang 
memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai 
keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara 
individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik 
yang orientik. Interview yang penulis gunakan adalah jenis interview 
pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan 
pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok 
yang ditanyakan dalam proses wawanvara, penyusunan pokok-pokok ini 
dilakukan sebelum wawancara. Dalam hal ini pewawancara harus dapat 
menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa interview 
dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main tetapi tidak kaku. 
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Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data tentang penerapan 
sistem pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Makassar 
(Dispenda) apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 
2. Pengamatan/Observasi 
Sebagai metode ilimiah, observasi dapat diartikan sebagai 
pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 
menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan 
yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan 
alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat 
dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. 
Metode dokmentasi berarti metode pengumpulan data melalui data-data yang 
sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan buku, peraturan, surat, majalah, notulen, agenda 
dan sebagainya. Penulis melakukan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan 
informasi berupa teori-teori maupun peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang 
akan digunakan sebagai acuan dalam pegumpulan, analisis, dan evaluasi 
informasi dan data di lapangan. 
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F. Instrumen Penelitian 
  Dalam penelitian kualitatif ini penulis sendiri menjadi instrumen atau alat 
penelitian, seperti yang ditulis Nasution”(dalam Sugiyono, 2005: 59) yang 
menyatakan sebagai berikut. “Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain 
daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah 
segala sesuatunya belum mempunyai bentuknya yang pasti.Oleh karena itu, penulis 
sebagai instrumen harus divalidasi, seberapa jauh penulis siap melakukan penelitian 
dengan menggunakan teknik wawancara mendalam”.Dalam kegiatan penelitian, 
peneliti menggunakan pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan terbuka 
(interview guide).Seperti dikatakan Nasution (1990), instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri.sebagai instrumen utama, 
didukung pedoman wawancara dan catatan kecil observasi (field notes). Pedoman 
wawancara sebagai pertanyaan terbuka dikembangkan dan diperdalam di lapangan 
untuk cross check. Pengambilan gambar dan suara dalam kegiatan wawancara 
dibutuhkan kamera untuk pemotretan dan tape recorder sebagai alat perekam. 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna 
untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono 
(2010:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
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akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain. 
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan foto-foto sebagai data pendukung. Setelah data-data ini 
diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan 
interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul 
dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang 
diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai 
dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono 
(2010:91), yaitu sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 
adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 
penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran 
yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 
mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis 
sehingga data dapat dikuasai. 
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4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, 
maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan 
mancari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari 
data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan 
keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan 
jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 
Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan 
terkait. Pertama-tama dilakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan 
wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena datadata, 
pengumpulan penyajian data, reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran 
data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi maka 
kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 
penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu 
keputusan atau verifikasi. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan 
metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut 
dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif merupakan suatu 
teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan 
perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, 
sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan 
sebenarnya 
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H. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti 
kredibilitasnya. Kredibilitas berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil 
penelitian dapat dipercaya. Menurut Sugiyono (2010:121) uji kredibilitas data atau 
kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan 
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 
diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Dalam 
penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara: 
1. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti 
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu 
salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka 
peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 
apa yang diamati. 
2. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 
demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, 
dan waktu. Kredibilitas data dalam penelitian ini diperiksa dengan 
menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji 
kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 
melalui beberapa sumber. 
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3. Menggunakan bahan referensi, bahan referensi di sini adalah adanya 
pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara ataupun 
foto-foto sehingga lebih dapat dipercaya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBEHASAN 
 
A. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
1. Gambaran Umun 
Sebelum tahun 1972, Dinas Pendapatan Daerah merupakan merupakan salah 
satu bagian pada Biro Keuangan Sekertariat Wilayah Daerah tingkat I Sulawesi 
selatan dengan nam bagian penghasilan daerah. Namun dalam perkembangan 
selanjutnya, dengan luasya daerah kerja urusan-urusan menyangku pendapatan 
daerah, baik yang meliputi pendapatan Asli Daerah sendiri (Pajak, Retribusi, dan 
Pendapatan-pendapatn daerah lain yang sah) maupun pendapatan Negara yang 
diserahkan kepada wilayah daerah tingkat I sehingga dianggap perlu memisahkan diri 
dari secretariat daerah tingkat I Sulawesi selatan dan bagian Pendapatan Daerah pada 
Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang 
ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan Nomor: 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang pemebntukan Dinas 
Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 
Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan 
salah satu tugas pokok Pemerintah daerah sebagai perwujudan dari kegiatanya 
menuju kea rah Otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan 
penyerasian usuaha pemupukan dana guna mebiayai pembangunan Daerah. Dengan 
demikian dalam rangka peningkatan daya guna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I 
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Sulawesi Selatan, perlu dikembangkan pengelolanya baik pelayanan pada masyarakat 
maupun peningkatan pendapatan daerah. 
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, ditetapkan susunan organisasi dan 
tata kerja Dinas pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang 
diaatur berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 
Nomor 6 tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Dalam peraturan daerah ini 
ditetapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas pendapatan daerah 
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan, setiap saat dilakukan 
penyempurnaan aturan dan kebijakan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas 
operasional pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang ditandatangani 
langsung oleh Dinas pendapatan daerah, maka berdasarkan peraturan daerah No. 11 
tahun 2009 tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 
tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan No. 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan, maka dibentuklah beberapa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) disejumlah 
wilayah. Belakangan lewat peraturan Gubernur No. 37 tahun 2011, telah terbentuk 24 
UPTD yang tersebar pada setiap kabupaten/kota di Sulawesi selatan. 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 
didukung oleh 393 orang pegawai, dari jumlah itu 94 orang menduduki jabatan 
65 
 
 
 
strukrural, terdiri dari 1 orang eselon II, 28 orang eselon III, 66 eselon IV dan 299 
orang staf 
Guna mendukung peneyelanggaran tugas pokok dan fungsinya sebagai 
pengelola utama pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan memiliki satu unit gedung induk. Secara umum, masih diperlukan 
pembenahan agar kondisinya memadai. Terutama untuk mengantisipasi tuntutan 
pelayanan dari masyarakat yang terus meningkat. Begitu pula seiring dengan 
kebijakan pemekaran samsat yang bertujuan mendekatkan jarak pelayanan kepada 
masyarakat, maka prasarana yang digunakan untuk menyelenggarakan administrasi 
pajak daerah, perlu terus ditingkatkan baik jumlah maupun kualitas 
Adapun nama-nama pejabat yang telah memangku jabatan Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Tk.I Sulawesi Selatan periode 1965 sampai sekarang adalah: 
1. Drs. HA. Palaloi (1965-1968) 
2. Drs. H. Mekka Hayade (1969-1980) 
3. HA. Mansyur Sulthan, BA (1980-1984) 
4. Drs. HA. Azis Musa (1984-1987) 
5. Drs. H. Makamuddin Djamal (1987-1990) 
6. Drs. HM. Akib Patta (1990-1994) 
7. Drs. HB. Amiruddin Maulana (1994-1999) 
8. Drs. A. Yaksan Hamzah (1999-2009) 
9. Drs. H. Arifuddin Dahlan(2009-2012) 
10. Drs. H. Azikin Sulthan (plt) (2012-2013) 
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11. Drs. H. Tautoto TR, M.si (2013-sekarang) 
2. Peranan Dispenda 
Sebagai penyelanggara sebagian kewenangan pemerintah maupun tugas 
dekosentrasi dibidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan memiliki peranan yang sangat strategis yakni: : “sebagai pengelola 
utama sebesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan mendanai belanja Provinsi 
Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, 
efisiensi dan efektif” 
Dengan peran strategis ini, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan 
kegiatan daerah dibidang perencanaan pendpatan daerah, pajak daerah, retribusi dan 
pendapatan daerah lainya, serta pengendalian dan pembinaan. Ini meliputi perumusan 
kebijakan teknis pendapatan daerah menyangkut bidang perencanaan pendapatan 
daerah, pajak daerah, rertibusi daerah dan pendapatan daerah lainya, serta 
pengendalian dan pembinaan. Termasuk pula pengkoordinasian penyusunan 
perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan pendaptan lainya, 
serta pengendalian dan pembinaan. Terakhir, pembinaan dan penyelanggaran tugas 
dibidang pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainya serta 
pengendalian dan pembinaan. 
3. Wilayah kerja 
Mengingat luasya pengelolaan pajak provinsi Sulawesi selatan, maka dalam 
rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan berdasarkan Keputusan 
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Gubernur Sulawesi Selatan No.16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaUnit 
pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 37 
tahun 2011, maka diseluruh kabu[aten/kota di Sulawesi Selatan terdapat Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yakni: 
1) UPTD Makassar 
2) UPTD Palopo 
3) UPTD Maros 
4) UPTD Bulukumba 
5) UPTD Sidrap 
6) UPTD Toraja 
7) UPTD Enrekang 
8) UPTD Selayar 
9) UPTD Jeneponto 
10) UPTD Pare-pare 
11) UPTD Gowa 
12) UPTD Pinrang 
13) UPTD Pangkep 
14) UPTD Soppeng 
15) UPTD Masamba 
16) UPTD Takalar 
17) UPTD Sinjai 
18) UPTD Barru 
19) UPTD Wajo 
20) UPTD Bone 
21)  UPTD Malili 
22) UPTD Luwu 
23) UPTD Toraja Utara 
24) UPTD Bantaeng 
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4. Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 
 
5. Visi dan Misi 
a. Visi 
Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif 
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b. Misi  
1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 % (tiga 
belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10 % 
(sepuluh persen) per tahun; 
2) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam 
rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak 
3) Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, 
jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola 
pendapatan daerah 
4) Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 
yang transparan dan akuntabel  
Untuk dapat mencapai kondisi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Visi 
dan Misi Dinas Pendapatan Daerah, maka dirumuskan strategi dan kebijakan: 
1) Peningkatan sarana dan prasarana, system dan prosedur, kualitas birokrasi dan 
tata kelola organisasi 
2) Penigkatan kualitas Sumber daya manusia laki-laki dan perempuan dalam hal 
teknis operasional, strategi majamen, dan mental spiritual 
3) Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna dan tepat sasaran dalam 
pelayanan dan pelaporan pajak 
Selanjutnya terkait dengan kebijakan umum terdiri atas: 
1) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan 
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2) Peningkatan kapasitas kelembagaan 
3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia laki-laki dan perempuan dalam 
pengelolaan pendapatan daerah 
4) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan 
daerah untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan prosedur 
penerimaan dana perimbangan keuangan 
Dalam mengimplentasikan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang telah ditetapkan, diperlukan Misi dengan memperhatikan skala prioritas 
dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut tujuan 
yang ditetapkan adalah: 
1) Mendorong peningkatan kapasitas fiscal melalui peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), dengan sasaran terwujudnya peningkatan PAD diatas 13% per 
tahun dan total pendapatan diatas 100% 
2) Mendorong peningkatan kinerja organisasi dan birokrasi dengan sasaran 
terciptanya organisasi yang efisien, efektif dengan kinerja yang terus 
meningkat setiap tahun 
3) Membentuk aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, 
bertangungjawab, dan professional dalam mengelola pendapatan daerah, 
dengan sasaran terbentuknya karakter aparatur pengelola pendapatan yang 
bersih, jujur, berdedikasi dan memliki integritas yang tinggi 
4) Menciptakan system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang 
bersih, transparan dan akuntabel dengan sasaran terciptanya system dan 
71 
 
 
 
prosedur pelayanan pajak yang mudah, murah, cepat dengan berbagai 
alternative model pembayaran. 
6. Program dan Kegiatan 
Program dan kegiatan Dispeda Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya 
merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai 
denngan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
Dispeda Provinsi Sulawesi Selatan 
Adapun program Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: 
a) Program pelayanan Administrasi Perkantoran 
1) Peningkatan pengelolaan pemungutan pajak daerah UPTD sesulawesi 
selatan 
2) Administrasi pengelolaan pendapatan daerah 
3) Pengadan barang dan jasa kebutuhan kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
4) Pengelolaan administrasi pajak daerah 
5) Inventarisasi barang dan jasa V 
b) Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD 
1) Peningkatan SDM apaearur laki-laki dan perempuan pada pengawasan 
dan pendapatan daerah lainya 
2) Bimbingan teknisi pengelola keuangan/Materil bagi aparatur laki-
laki/perempua 
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3) Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
4) Peningkatan kapasitas SDM operator sustem dan operator data 
5) Peningkatan SDM aparatur laki-laki/perempuan pengelolaan pendapatan 
daerah 
c) Peningkatan pengembangan system perencanaan dan system evaluasi kinerja 
SKPD 
1) Pembentukan system informasi pengelolaan pendapatan Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
2) Koordinasi penyusunan LKPJ, nota perhitungan dan evaluasi kinerja 
bidang pendapatan 
3) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program kegiatan 
d) Program peningkatan dan pengenmbangan pengelolaan pendapatan daerah 
1) Pendataan, penagihan pajak kendaraan bermotor UPTD se-Sulawesi 
Selatan 
2) Penertiban pajak kendaraan bermotor UPTD se-Sulawesi Selatan 
3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional Dispenda  se-Sulawesi 
Selatan 
4) Pemutakhiran data tindak lanjut hasilpemeriksaan aparat fungsional 
5) Koordinasi pelaksanan penertiba dan pendataan subjek/objek pajak daerah 
6) Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah 
7) Verifikasi dan analisis data piutang 
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8) Asistensi penyusunan target pokok 2015 dan target perubahan 2014 
dibidang pendapatan 
9) Penyusunan peraturan pelaksanaan/teknis dibidang pendapatan 
10)  Asistensi dan evaluasi alokasi dana bagi hasil pajak rokok 
11)  Koordinasi, pendapatan, penagihan dan optimalisasi penerimaan pajak 
rokok 
12)  Pemantauan HPU kendaraan bermotor serta penyusunan dan sosialisasi 
table NJKB 
13)  Optimalisasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan dana bagi 
hasil pajak daerah 
14)  Rekonsiliasi data unit kendaraan bermotor 
15)  Monitoring dan evaluasi data tunggakan pajak kendaran bermotor  
16)  Monitoring dan evaluasi data pelaksanaan pelayanan ungulan Samsat 
17)  Pemutakhiran Database objek dan subjek pajak daerah 
18)  Penyusunan laporan, rekonsiliasi dan pertanggungjawaban keuangan 
19)  Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah lainya dan pemantauan 
sertan pendapatan objek pendapatan daerah lainya 
20)  Rekonsiliasi penerimaan bagi hasil 
21)  Pembinaan dan monitoring pengelolaan dan retribusi daerah dan benda-
benda berharga (Barang kuasai) 
22)  Evaluasi penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan barang-barang 
berharga 
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23)  Pengelolaan dokumentasi administrasi pemungutan retribusi daerah 
24)  Intensifikasi dan eksistensifkasi sumber-sumber pendapatan 
e) Program peningkatan aksesibilatas, Transparansi, dan Akuntabilitas pelayanan 
Pajak Daerah 
1) Pelayanan Samsat keliling se-Sulawesi Selatan 
2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan Samsat provinsi Sulawesi 
Selatan pengelolan website Dispenda Pro. Sul-Sel 
7. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengelola 3(tiga) jenis pajak daerah, yang 
terdiri dari: 
1) Pajak kendaraan bermotor 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
3) Pajak  Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
4) Pajak air permukaan 
Jenis Penerimaan Retribusi Daerah terdiri atas: 
1) Retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, 
retribusi penggatian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan dan 
retribusi pelayanan tata ruang 
2) Retribusi jasa usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(RKPD), retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan 
produksi usaha daerah, retribusi pelayanan kepelabuhan. 
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3) Retribusi perizinan tertentu yang terdiri atas retribusi izin trayek dan 
retribusi penyelenggaraan perizinan dalam lingkup pemprov. 
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas: 
1) Bagian laba atas penyertaan modal (BUMD) dalam hal ini perusahaan 
daerah Sulawesi selatan dengan dasar hokum peraturan daerah provinsi 
Sulawesi selatan nomor 8 tahun 2006 
2) Bagian laba keuangan bank dalam hal ini PT. Bank Sulselbar dengan 
Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 13 
Tahun 2003 
3) Bagian penyertaan modal dalam hal ini PT. KIMA dengan Dasar Hukum 
Akte Notaris 55 Tahun 1976 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 3 Tahun 2004. Sedangkan untuk PT. GMTD berdasar 
Akte Pendirian No. c 2288 H.T 01.01 Th. 1999 Terakhir PT. ASKRIDA 
dengan Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 4 Tahun 2004 
Adapun dasar hukumnya adalah peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. 
Lain-lain PAD yang Sah yang meliputi: 
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 
2) Jasa Giro 
3) Pendapatan bunga 
4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 
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5) Potongan, komisi atau bentuk lain sebagai akibat penjualan dana/ atau 
pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah. 
B. Sistem Pengendalian Itern Pemerintah (SPIP) Pada Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi publik yang 
orientasinya meningkatkan pendapatan daerah, sebagai penyelanggara sebagian 
kewenangan pemerintah maupun tugas dekosentrasi dibidang pendapatan daerah, 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan yang sangat 
strategis yakni: : “sebagai pengelola utama terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
digunakan mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada 
prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektif. 
Dengan peran strategis ini, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan 
kegiatan daerah dibidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan 
pendapatan daerah lainya, serta pengendalian dan pembinaan. Ini meliputi perumusan 
kebijakan teknis pendapatan daerah menyangkut bidang perencanaan pendapatan 
daerah, pajak daerah, rertibusi daerah dan pendapatan daerah lainya, serta 
pengendalian dan pembinaan. Termasuk pula pengkoordinasian penyusunan 
perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan pendaptan lainya, 
serta pengendalian dan pembinaan. Terakhir, pembinaan dan penyelanggaran tugas 
dibidang pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainya serta 
pengendalian dan pembinaan. 
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Untuk pengendalian internal instansi sebagimana menurut Moeller (2007, 4) 
pengendalian intern sebagai rubic cube merupakan penerapan lima unsur yang saling 
menguatkan, disesuaikan dengan bentuk organisasinya melalui kegiatan yang efektif 
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran. Dengan demikian sebagaimana unsur -unsur pengendalian 
internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sisten Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) yang anatara lain: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, 
Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian 
intern. Selanjutnya penliti mencoba untuk menyampaikan bagaimana implementasi 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tercermin dalam Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
1. Lingkungan pengendalian  
Unsur pertama SPIP yang wajib diimplementasikan pada lingkup instansi 
pemerintah adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian berdasarkan 
PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai kondisi dalam instansi pemerintah 
yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 
mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara 
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 
penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui hal-hal sebagai berikut: 
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a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh pegawai 
sudah mengetahui, memahami isi aturan perilaku/standar etika, sanksi hukuman 
terhadap pelanggaran aturan perilaku/standar etika. Sebagaimana pernyatan bapak 
Rusmin selaku KASI Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan: 
Itu sudah kita laksanakan, sudah adami kode etik itu sudah berapa mi kita 
kena sanksi, seluruh pegawai sudah mengetahui, memahami isi aturan 
perilaku/standar etika, sanksi hukuman terhadap pelanggaran aturan 
perilaku/standar etika. 
Peryataan diatas menunjukan dilingkungan Dispenda sudah mengetahui 
standar etika dan sanksi hukuman terhadap pelanggaran etika. Penegakan integritas 
dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya 
dilakukan dengan: a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku; b) Memberikan 
keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi 
Pemerintah; c) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap 
kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; d) Menjelaskan 
dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian 
intern; dan e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku 
tidak etis.  
Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah 
memenuhi unsur lingkungan pengendalian dalam hal penegakan intergritas dan nilai 
etika, dengan memberikan ketentuan yang relevan serta menunjukan aturan perilaku 
yang ditetapkan dengan Standar etika  hal tersebut tersebut dilakukan untuk 
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mengetahui komitmen instansi pada unsure lingkungan pengendalian SPIP dalam hal 
tersebut akan mampu menciptakan lingkungan pengendalian yang konsisten terhadap  
unsur-unsur SPIP sehingga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap  kegiatan 
pengendalian kedepan, karna lingkungan pengendalian yang baik akan mampu 
menciptakan kegiatan pengendalian yang efektif dan efesien. 
b. Komitmen Terhadap Kompetensi 
Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
sekurangkurangnya dilakukan dengan: a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi 
dalam Instansi Pemerintah; b) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan 
fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; c) Menyelenggarakan 
pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan 
meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan d) Memilih pimpinan Instansi 
Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas 
dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, setiap tahun  
menyelenggarakan program pelatihan dan pembimbingan yang berkesinambungan, 
dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh pegawai sudah menerima 
pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang diungkapakan 
oleh bapak sabirin: 
Nah itu tiap tahun kita bikin semacam  diklat bagi semua itu tahun ini kita 
bawa ke BPK masalah pencatatan akrual tahun lalu kita bikin diklat terkait 
dengan pengelolaan keuangan dan barang, nah itu komitmen gitukan  itu tiap 
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tahun kita menyelenggarakan program pelatihan dan pembimbingan yang 
berkesinambungan, dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh 
pegawai sudah menerima pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan 
tugasnya. 
Penyataan tersebut menunjukan sikap yang konsisten terhadap 
penyelenggaran kegiatan yang dimana tujuan utamanya yakni meningkatkan 
kompetensi kinerja pegawainya. hal ini dapat memberikan pengalaman teknis yang 
luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. 
c. Kepemimpinan yang Kondusif 
Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 
sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: a) Mempertimbangkan risiko dalam 
pengambilan keputusan; b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja; c) Mendukung 
fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; d) Melindungi atas aset dan informasi dari 
akses dan penggunaan yang tidak sah; e) Melakukan interaksi secara intensif dengan 
pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan f) Merespon secara positif terhadap 
pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. 
sebagaimana pernyataan pak Rusmin: 
Nah kita sendiri telah memiliki komitmen kuat terhadap fungsi tertentu dalam 
penerapan SPIP seperti fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan, dan 
penyempurnaannya, pengelolaan pegawai, pengawasan intern maupun 
ekstern. 
Pernyatan diatas menunjukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, memiliki komitmen kuat terhadap fungsi tertentu dalam 
penerapan SPIP seperti fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan, dan 
penyempurnaannya, pengelolaan pegawai, pengawasan intern maupun ekstern. 
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Kemudian Dalam lingkungan pengedalian intern Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan 
mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang konservatif, mengungkapkan 
semua informasi yang diperlukan, menghindari penekanan pencapaian hasil jangka 
pendek, tidak menyampaikan laporan yang tidak tepat, fakta tidak dibesar-besarkan, 
dan estimasi anggaran tidak ditinggikan, hal ini di buktikan dengan tidak terjadi 
mutasi pimpinan yang berlebihan berkaitan dengan masalah-masalah pengendalian 
intern, pegawai yang menduduki posisi penting tidak mengundurkan diri dengan 
alasan tidak terduga, tidak terdapat perputaran pegawai yang tinggi sehingga 
melemahkan pengendalian intern, tidak terjadi perputaran pegawai yang tidak 
berpola mengindikasikan kurangnya perhatian pimpinan Instansi Pemerintah 
terhadap pengendalian intern. Artinya dalam lingkungan pengendalian yang 
berkaitan dengan kepemimpin yang kondusif Dinas pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan telah memenuhi Unsur SPIP dengan komitmen tinggi dan relevan 
dengan Pasal 4 huruf c tentang kepemimpinan yang kondusif. 
d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan 
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan: a) 
Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah; b) Memberikan 
kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah; c) Memberikan 
kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah; d) 
Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi 
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sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan e) Menetapkan jumlah 
pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat kebijakan 
yang memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi 
Pemerintah, untuk memudahkan Pimpinan IP memperoleh informasi pelaksanaan 
tugas tanggung jawabnya, saling berkomunikasi, serta pemahaman pegawai terhadap 
hubungan dan jenjang pelaporan yang telah ditetapkan, hal tersebut didukung dengan 
peryataan oleh pak Rusmin: 
Nah itu tinggal liat struktur organisasinya tapi inikan dalam hal 
orietasintya struktur organisasi Dispenda secara keseluruhan itukan orientasi 
bagaimna dapat meningkatkan pendapatan toh, tapi kalau yang kita maksud 
itu orientasi dalam konteks pengendalian nah disini dibidang ini, bapak ini 
pengawasaan keuangan dan itu kepala bidang dalam  bidang pengendalian 
dan pembinaan  saya pembinaan dan bapak yang ini pengawasan keuangan 
materipersonil dan ibu tadi yang bawa masuk kue itu penegakan hukum  nah 
gitu 
e. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab yang Tepat 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang- kurangnya dilaksanakan dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Wewenang diberikan kepada pegawai 
yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan 
Instansi Pemerintah; b) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait 
dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan c) Pegawai 
yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa 
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pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. 
Berdasarkan pernyataan pak Rusmin: 
Yaa nah itu sama toh wewenang telah diberikan secara tepat 
sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya masing-masing. 
 
Berdasarkan pernyataan diatas pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, wewenang telah diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat 
tanggung jawabnya masing-masing, baik pimpinan maupun pegawai melakukan 
tugas dan tangungjawab sesuai dengan yang diberikan 
f. Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber 
Daya Manusia 
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 
daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan 
memperhatikan sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut: a) Penetapan kebijakan 
dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; b) Penelusuran 
latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan c) Supervisi periodik yang 
memadai terhadap pegawai. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber 
daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan 
perundangundangan. Sebagaimana pernyataan bapak Rusmin: 
Instansi telah melaksanakan kebijakan dan prosedur pembinaan SDM, sejak 
rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, yang mengutamakan 
kompetensi, etika dan integritas, serta mendorong tercapainya kinerja 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, instansi telah 
melaksanakan kebijakan dan prosedur pembinaan SDM, sejak rekrutmen sampai 
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dengan pemberhentian pegawai, yang mengutamakan kompetensi, etika dan 
integritas, serta mendorong tercapainya kinerja, hal ini didukung dengan adanya 
peran instansi dalam hal  memberikan panduan, penilaian, dan pelatihan di tempat 
kerja, dan pimpinan memastikan bahwa pegawai memahami tugas, tanggung 
jawabnya. 
g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif 
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus: a) 
Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 
b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko 
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c) Memelihara dan 
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah. Berikut adalah pernyataan pak Rusmin: 
Nah ini pak sabirin namanya dia tiap tahun kita melakukan control 
terhadap pelaksanaan kegiatan dibawah di UPTD kan di Dispenda dulu  
UPTD itu tiap tahunya kita pasti turun kebawah melakukan pengawasan  
melakukan monitoring ah dia bapak sabirin ini  bagaimana penerimaan 
bagaimana pelaksananaam kegiatan intensifikasi pajak  dan kemudian itu 
bagaimana penggunaan barag-barang berharga penggunaan ifentaris 
kantor apa segala macam toh. Itu tiap tahun kita lakukan kebawah itu di 
seksi pengawasan, kalau di saya dalam hal pembinaannya ke bawah apa-apa 
yang harus dilaksanakan dalam konteks SPIP tadi  supaya ini  semua jajaran 
di Dispenda ini  melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesui dengan 
koridor  SPI 
 
Pernyataan diatas menunjukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, terdapat mekanisme untuk memberikan keyakinan memadai atas 
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ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 
dengan koridornya. 
h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji 
antar Instansi Pemerintah terkait. Instansi telah melakukan hubungan kerja yang baik 
dengan IP yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, dan yang 
mekasanakan tanggung jawab pengendalian lintas instansi, sehingga tercipta 
mekanisme saling uji dan saling berkoordinasi dan selalu berhubungan dengan APIP 
Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (Inspektorat, BPKP, dan BPK). 
Nah jadi kita ini ada kita berhubungan dengan  APIP Aparat pemeriksa 
internal pemerintah , APIP itu  ada (Inspektorat, BPKP dan irjen) jadi kita 
berhubungan dengan tiga itu irjen tibdagri, inspektorat, BPKP adalah nah 
kemudian adalagi yang namax aparat eknternal pemerintah itu BPK, itu juga 
kita selau berhubungan dengan BPK  dalam hal misalnya rekonsiliasi data 
keuangan, pelaporan keuangan dan Anggaran nah itu semua rutin ke BPK 
Menurut Indra Bastian (2001:53), lingkungan pengendalian adalah kondisi 
yang tercipta dalam suatu unit kerja atau satuan kerja yang dapat mempengaruhi  
efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian mencerminkan 
keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dari dewan komisaris, manajemen, 
pemilik dan pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan tekanannya pada unit 
jerja yang bersangkutan. Dalam Primastuti (2006) lingkungan pengendalian 
merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian yang membentuk sistem. 
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Pada pemerintah daerah, kepala daerahlah yang memiliki peranan paling penting 
dalam pembentukan suatu lingkungan pengendalian yang kondusif karena baik 
tidaknya suatu lingkungan pengendalian sangat tergantung dari gaya kepemimpinan 
seorang kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkannya untuk lingkungan 
kerjanya. Dengan terciptanya atau tercapainya lingkungan pengendalian yang baik 
maka diharapkan tiap personil dari pemerintah daerah mampu menjalani kewajiban 
dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga sistem 
pengendalian intern pemerintah tetap efektif. 
Secara keseluruhan unsur lingkungan pengendalian pada Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah terintegrasi dan penerapannya sudah cukup 
memadai  hal ini terlihat diantaranya : Lingkungan pengendalian terkait pada 
tstruktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, sehingga pembatasan 
akses yang akan dilakukan telah memperhatikan struktur organisasi secara tepat. 
Unsur lingkungan pengendalian terkait pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab yang tepat, agar pembatasan akses dapat dilakukan secara berjenjang sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawab. Unsur lingkungan pengendalian terkait 
komitmen pada kompetensi, agar delegasi wewenang dan tanggung jawab yang 
diberikan kepada pegawai telah memperhatikan kompetensi pegawai yang ditunjuk. 
Unsur lingkungan pengendalian terkait penegakan integritas dan nilai etika, agar 
tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh petugas yang memiliki akses. Unsur 
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Informasi dan komunikasi terkait dengan komunikasi internal, untuk 
mengkomunikasikan informasi atas efektivitas pembatasan akses. Unsur 
pemantauan terkait dengan pemantauan berkelanjutan, untuk memastikan bahwa 
pimpinan atau atasan telah memberikan pengarahan agar pembatasan akses dapat 
berjalan dengan efektif.  
2. Penilaian Risiko 
Unsur kedua dari SPIP yaitu penilaian risiko. Menurut PP Nomor 60 Tahun 
2008, penilaian risiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan 
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dalam 
menerapkan penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 
Tahun 2008 wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 
a. Identifikasi Risiko 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,  risiko yang ada 
pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan 
yang lebih tinggi. Kemudian diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang 
memadai, dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis eksternal dan 
internal. 
b. Analisis risiko.  
Instansi memiliki mekanisme antisipasi, identifikasi, dan reaksi terhadap 
segala bentuk kesalahan, sebagaimana pernyatan bapak Rusmin selaku KASI 
Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan: 
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Jadi resikonya disinini ini banyak terutama resiko dalam hal 
penerimaan pendapatan tapi itu sudah bisa diminimalisir dengan  lewat 
sistem penerimaan pajak daerah nah ada sistemnya disini, disitu kita bisa 
tau oh disitu ada penyimpangan nah itu sudah bisa kita control itu dari sisi 
penerimaan trus kalau dari sisi pelaksanaan kegiatan resikonya itu ya 
misalnya aparat teman-teman dibawah kantor sini kan disini dulu UPTD 
jadi itu resikonya itu misalnya mereka membuat kayak begini laporanya 
tidak sesuai dengan yang diharapkan nah itu banyak tapikan disini kita 
kontrol trus ini loh yang kurang ini gitu itu untuk mengantisipasi resiko 
 
Pernyataan diatas menujukan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) dalam hal penilaian resiko di Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan 
masih membutuhkan tindak lanjut yang lebih mendalam mengenai strategi 
operasional yang konsisten mengenai rencana penilaian risiko. Sebagaimana menurut 
Utoyo (2011) dalam Nuning,  untuk dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola 
organisasi diperlukan adanya penyatuan Manajemen Risiko Terpadu (Enterprise Risk 
Management/ERP), Pengendalian Intern dan Pencegahan Kecurangan (Fraud 
Detterence). Prinsip dasar pengendalian internal versi COSO adalah good risk 
management and internal control are necessary for long term success of all 
organizations. Langkah awal dalam mengelola risiko dengan baik adalah melakukan 
Risk Assessment (identifikasi dan evaluasi risiko yang melekat pada organisasi) 
sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas risiko serta daftar respon 
risiko. Namun, pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
pelaksanaannya masih berupa mengenali resiko-resiko dan bagaimana cara 
mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dalam unsur 
penilaian resiko Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk 
mempertimbangkan penilaian atas faktor lain, yang dapat meningkatkan risiko yakni 
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dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di masa lalu (seperti kegagalan 
pencapaian misi, tujuan dan sasaran, pelanggaran penggunaan dana dan peraturan), 
serta risiko melekat pada misi dan program. 
3. Kegiatan Pengendalian 
Kegiatan pengendalian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur 
ketiga SPIP yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian 
adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi 
risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan 
oleh instansi pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat berupa:  
a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 
Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur 
kinerja yang ditetapkan. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat reviu atas 
kinerja pegawai dalam hal ini dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan 
tolok ukur kinerja yang ditetapkan pada level instansi, aktivitas/ kegiatan yang sesuai 
dengan kebutuhan. 
b. Pembinaan sumber daya manusia 
Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: a) 
mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai; b) 
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membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang 
mendukung pencapaian visi dan misi; dan c) membuat uraian jabatan, prosedur 
rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program 
kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian 
kinerja, serta rencana pengembangan karir. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan 
pelatihan dan diklat bagi semua pegawai  mengenai bagimana mereka bisa supaya 
mencapai visi dan misi dispenda, dalam orientasi utamanya yakni meningkatakn 
pendapatan daerah 
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan 
kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) pengendalian umum; dan b) 
pengendalian aplikasi. Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf a sekurangkurangnya mencakup: a) pelaksanaan penilaian risiko 
secara periodik yang komprehensif; b) pengembangan rencana yang secara jelas 
menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang 
mendukungnya; c) penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola 
program pengamanan; d) penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas; e). 
implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan 
program pengamanan; dan f) pemantauan efektivitas program pengamanan dan 
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melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. Berdsarkan pernyataan 
pak Rusmin: 
Nah itu kita ada system disini, semuanya terkofer dengan jelas itu dari 
24 wilayah sesulawesi selatatan semuanya masuk disini dan selalu kami 
informasikan keluar baik melalui portal kepegawaian mengenai misalnya 
kegiatan pengendalian umum pengamanan sistem informasi untuk 
memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang memperhatikan: 
penetapan organisasi untuk implementasi, pemantauan efektivitas program 
pengamanan jadi gitu 
 
Dengan melihat pernyatan diatas pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, terdapat kegiatan pengendalian umum pengamanan sistem 
informasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang 
memperhatikan: penetapan organisasi untuk implementasi, pemantauan efektivitas 
program pengamanan.  
d. Pengendalian fisik atas asset 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas 
aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d. Dalam melaksanakan 
pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi 
Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan 
kepada seluruh pegawai: a) rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan 
fisik; dan b.)rencana pemulihan setelah bencana. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 
pengendalian fisik atas aset yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah 
diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai,  
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e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan 
ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e. Dalam 
melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus: a) menetapkan ukuran 
dan indikator kinerja; b) mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas 
ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja; c) mengevaluasi faktor 
penilaian pengukuran kinerja; dan d) membandingkan secara terus-menerus data 
capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan reviu 
dan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator 
kinerja, 
f. Pemisahan fungsi 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f. Dalam melaksanakan 
pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi 
Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak 
dikendalikan oleh 1 (satu) orang. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Terdapat 
pemisahan fungsi yang menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian 
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tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yang ditandai dengan pemisahan tanggung 
jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian terkait dengan otorisasi, persetujuan, 
pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta 
fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan asset. 
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan 
kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g. Dalam 
melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan 
ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat otorisasi 
atas transaksi dan kejadian yang penting yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi 
Pemerintah dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai hanya transaksi dan 
kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya 
oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya. 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan 
tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(3) huruf h.  Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan: a) 
transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan b) 
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klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau 
kejadian. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, transaksi dan 
kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera dalam seluruh siklus 
transaksi atau kejadian. 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan 
pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i dan 
menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j. Dalam melaksanakan pembatasan akses 
atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan 
Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang 
dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan 
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung 
jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu 
atas penugasan tersebut secara berkala. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, akses hanya 
diberikan kepada pegawai yang berwenang dan pimpinan Instansi Pemerintah 
melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, kemudahan ditukarkan, 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 
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Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan 
pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i dan 
menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j. Dalam melaksanakan pembatasan akses 
atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan 
Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang 
dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan 
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung 
jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu 
atas penugasan tersebut secara berkala. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat penetapan 
akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dengan menunjuk petugas 
yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya, 
pimpinan Instansi Pemerintah melakukan reviu atas penugasan tersebut secara 
berkala dan perlu dinilai pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya. 
k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan 
kejadian penting. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang 
baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k. Dalam menyelenggarakan 
dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi 
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Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala 
memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern 
serta transaksi dan kejadian penting. 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 
dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian 
penting, yang diwujudkan dengan cara memiliki, mengelola, memelihara, dan secara 
berkala memutakhirkan dokumentasi tersebut.  
Kegiatan pengendalian harus dirancang secara formal untuk dapat 
mempengaruhi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku dan bertindak sesuai 
dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi bisa melalui kebijakan, aturan, dan 
prosedur birokrasi (soft control) serta juga bisa melalui pelaksanaan kegiatan audit, 
reviu, dan monitoring (hard control), guna untuk memberikan jaminan 
dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan 
organisasi dapat dicapai. Setiap individu dalam organisasi memiliki tujuan personal 
(individual goal). Kegiatan pengendalian diharapkan dapat menjadi jembatan (goal 
congruence) untuk menyelaraskan antara tujuan personal (individual goal) dengan 
tujuan organisasi (Organisational Goal). 
Penerapan unsur kegiatan pengendalian pada setiap satuan perangkat daerah 
dapat berbeda-beda, karena disesuaikan dengan tugas, fungsi, karakteristik, dan 
kompleksitas masing-masing. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap 
penerapan unsur kegiatan pengendalian apakah sudah sesuai dengan standar 
penerapan yang ditetapkan pemerintah melalui PP nomor 60 tahun 2008. Pada Dinas 
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Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menerapakan kegiatan 
pengendalian sesuai dengan yang dirumuskan dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, namun memerlukan penerapan yang lebih 
mendalam dan komiten tinggi. 
4. Informasi dan komunikasi 
Unsur SPIP berikutnya adalah informasi dan komunikasi. PP Nomor 60 
Tahun 2008 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah yang dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah; sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan 
atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Sehubungan 
dengan definisi tersebut, maka PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk 
menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi 
pemerintah minimal harus:  
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, antara 
lain berupa pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran Notulen rapat staf, 
laporan bulanan termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung 
implementasi SPIP Informasi dari sumber internal dan eksternal yang relevan 
dengan tugas dan fungsi telah diperoleh dan disampaikan kepada Pimpinan IP 
b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui system informasi secara terus 
menerus. 
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Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, memastikan 
terjalinnya komunikasi eksternal yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya 
pengendalian intern dan meninformasikan mengenai kode etik yang berlaku dengan 
menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi 
penting hal ini terlihat pada pernyataan pak Rusmin: 
Ya, dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 
komunikasi, antara lain berupa pedoman kebijakan dan prosedur, surat 
edaran Notulen rapat staf, laporan bulanan termasuk pula tindakan 
pimpinan yang mendukung implementasi SPIP Informasi dari sumber 
internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsi telah diperoleh 
dan disampaikan kepada Pimpinan IP dan Memastikan terjalinnya 
komunikasi eksternal yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya 
pengendalian intern dan meninformasikan mengenai kode etik yang berlaku 
dengan menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam 
mengkomunikasikan informasi penting, antara lain berupa buku pedoman 
kebijakan, prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs 
internet dan intranet, rekaman video, e-mail dan arahan lisan kepada 
pegawai dan lainnya dan dukungan pimpinan Instansi Pemerintah terhadap 
pengembangan teknologi informasi ditunjukkan dengan komitmennya dalam 
menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya 
pengembangan tersebut. 
 
Mengingat Informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat 
akurasi yang tinggi yang  disampaikan dalam laporan-laporan program/kegiatan 
menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya. Artinya suatu 
organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif antar komponennya 
dengan informasi yang berkualitas. Sarana informasi dan komunikasi yang digunakan 
oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah memenuhi unsur 
SPIP yang baik, namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-
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pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan sehingga menciptakan 
informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan 
pengambilan keputusan yang tepat. 
5. Pemantauan  
Unsur terakhir dari SPIP adalah pemantauan pengendalian intern di mana PP 
Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pemantauan pengendalian intern sebagai 
proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang 
memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera 
ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 
dapat dilakukan dengan cara: Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan 
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Berdasarkan pernyataan 
bapak Rusmin selaku Kasi Pembinaan teknis administrasi pengelolaan pendapatan: 
Ya, sudah dilaksanakan adapun kegiatan monitoring/kontrol 
pengelolaan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung 
maupun kontrol dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan 
masukan-masukan, pemanggilan secara langsung oleh kepala dinas. Nah  itu 
tadi tugasnya  pak sabirin  dia tiap tahun kita melakukan control terhadap 
pelaksanaan kegiatan dibawah itu tiap tahunya kita pasti turun kebawah 
melakukan pengawasan  melakukan monitoring bagaimana penerimaan 
bagaimana pelaksananaam kegiatan intensifikasi pajak  dan kemudian itu 
bagaimana penggunaan barag-barang berharga penggunaan ifentaris kantor 
apa segala macam toh. Itu tiap tahun kita lakukan kebawah itu di seksi 
pengawasan, kalau di saya dalam hal pembinaannya ke bawah apa-apa yang 
harus dilaksanakan dalam konteks SPIP tadi  supaya ini  semua jajaran di 
Dispenda ini  melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesui dengan koridor  
SPI  
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Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan 
rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol 
dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, 
pemanggilan secara langsung oleh kepala dinas jika membutuhkan informasi terkait 
dengan permasalahan yang ada sehingga  untuk meminimalisir penyimpangan dan 
efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Besar kecilnya aktivitas pemantauan yang 
diperlukan suatu organisasi tergantung dari keempat unsur SPIP yang lain. Sinamo 
(2010: 24) mengartikan pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja 
pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, 
operasi pengendalian, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan melalui 
pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), evaluasi terpisah (separate 
evaluation), dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 
C. Kontribusi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan 
Good Governace pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan 
Sejarah perkembangan Sistem Pengendalian Intern yang seperti dikenal 
sekarang ini, awalnya dipicu oleh banyaknya temuan kecurangan pada profesi 
akuntansi global yang merugikan stakeholder. Terutama sejak kasus Enron, 
Worldcom, Xerox, Tyco, Global Crossing dan lainnya di tahun 2001, dan dengan 
diterapkannya Sarbanes-Oxley Act menuntut pengendalian internal untuk menyajikan 
keyakinan yang memadai yang benar benar mencerminkan adanya proses untuk 
menjaga aset perusahaan, menyajikan informasi yang diandalkan dan akurat, 
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mendukung dan meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong keselarasan 
dengan kebijakan manajemen. 
Sejarah perkembangan SPIP Sektor Korporasi adalah sebagai berikut : 
Bennett (1930) (Arti Sempit Internal check) dengan tujuan untuk Deteksi 
penyimpangan/ fraud  > AICPA (1949), SEC  (Lebih dari internal check, yaitu 
dengan penambahan Rencana organisasi,Metode dan upaya koordinasi)  > dengan 
tujuan  untuk Perlindungan aset, Keandalan data akuntansi, Efisiensi operasi dan 
Ketaatan  > CAP (1958) – AICPA (1973) (Accounting & Administrative Control) 
dengan tujuan untuk Perlindungan aset, Keandalan data akuntansi, Efisiensi operasi, 
dan Ketaatan   >  AICPA (1988) – SAS 55 ( Lingkungan Pengendalian, Sistem 
Akuntansi, dan Prosedur Pengendalian) dengan tujuan untuk Perlindungan aset, 
Keandalan data akuntansi, dan Deteksi fraud   > COSO (1992) – GAO 2001  ( Proses 
yang dipengaruhi oleh manusia)  dengan tujuan untuk Efektivitas & Efisiensi, 
Keandalan Laporan Keuangan, dan Ketaatan). Sejumlah kerangka acuan 
pengendalian telah diajukan dan dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam 
menciptakan sistem pengendalian internal yang baik, diantaranya COBIT, COSO 
Internal Control Framework, dan COSO Enterprise Risk Management. 
Alasan atau latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Paket Reformasi 
Keuangan Negara menuju Good Governance atau tata kelola yang baik. Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adopsi dari COSO Internal 
Control Framework dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan 
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kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP ini bersifat integrated 
dan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh Instansi Pemerintah 
serta bersifat dinamis dan mengikuti seiring dengan perkembangan jaman. 
Proses bisnis atau proses pemberian pelayanan publik merupakan fokus utama 
dalam menilai perancangan dan pengelolaan pengendalian internal. Doylea, Geb, dan 
McVay (2006) menemukan bahwa salah satu penyebab kelemahan material 
pengendalian internal menurut section 302 dan 404 Sarbanex-Oxley Act adalah 
kompleksitas proses operasi. Sementara Namiri dan Stojanovic (2007) 
mengemukakan bahwa rancangan pengendalian harus mengendalikan ke arah mana 
sebuah proses bisnis dilaksanakan. Sebuah perancangan ulang proses bisnis pun 
(business process reengineering) atau proses pemberian pelayanan publik, 
menyebabkan pemutakhiran kembali penilaian risiko pada proses bisnis atau proses 
pemberian pelayanan public tersebut, yang menggiring ke sebuah pengendalian yang 
baru atau terbaharui, termasuk pengujiannya. 
Untuk menjawab tantangan terhadap makin kompleknya proses pemberian 
pelayanan kepada masyarakat (publik) yang merupakan amanat pemerintah 
sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa:”Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan 
Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Warga Negara Indonesia dan 
seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan dan perdamaian abadi”, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan 
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Undang-undang tentang keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan aturan 
pelaksanaan atau petunjuk teknis terhadap Undang-undang di bidang keuangan 
Negara tersebut 
Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya 
sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini 
baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan 
pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian 
maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus 
dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. 
Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai 
bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai 
tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara 
andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang 
dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 
mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah tersebut. 
Dengan demikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan 
hal yang sangat dibutuhkan demi kemajuan kegiatan kedepan terutama bagian 
keuangan yang rentan penyelewengan dana serta untuk mencapai tujuan yang 
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ditetapkan, serta berdasarkan visi, misi, dan strategi. Kemudian pemerintah sebagai 
pihak yang memegang amanah publik  harus memberikan laporan atas tugas yang 
telah dipercayakan kepadanya, dengan mengungkapkan segala sesuatu yang 
dilakukan, dilihat, ataupun dirasakan, yang mencerminkan keberhasilan dan 
kegagalan. Sistem pengelolaan keuangan negara sangat bergantung pada peran pihak 
yang memiliki andil dalam keuangan negara, sebagai mana kita ketahui sektor 
pemerintah adalah lumbungnya pemborosan, tindakan kecurangan dalam keuangan. 
Tanggungjawab akan rakyat dilupakan dalam memberikan pelayanan dan 
kesejahteraan rakyat. Pengimplementasian sistem pengendalian intern sangat 
memberikan kontribusi yang besar untuk penyelamatan kekayaan negara dan juga 
diikuti dengan prebaikan SDM yang ada. Dengan tuntutan transpransi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara khususnya APBN/APBD 
mendorong pemerintah, BPK dan DPR, DPRD melakukan Reformasi Keuangan 
Negara yang bebas dari penyelewengan dana dan anggaran Negara.. 
Sebagaimana tujuan ditetapkannya PP nomor 60 tahun 2008 ini adalah untuk 
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Melalui PP nomor 60 tahun 2008 ini pemerintah mendorong agar terciptanya 
pengendalian intern dalam pengelolaan organisasi penyelenggara negara untuk dapat 
mengantisipasi resiko terjadinya kerugian negara serta untuk mewujudkan Good 
Governance dalam penyelenggaraan Negara 
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Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu upaya perbaikan secara 
terus menerus atas Pengendalian Internal Instansi yang berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah, Sebagai instansi yang mengelola dana masyarakat, maka sudah 
sepantasnya jika pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada 
masyarakat melalui laporan keuangannya. Setiap kegiatan yang dijalankan oleh 
instansi  diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan utamanya serta 
dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah tersebut.   
Sistem pengendalian internal yang dilakukan dilingkungan Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dimana 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai 
macam terobosan yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para 
pegawai serta mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang berpengaruh positif 
bagi sistem pengendalian yang ada didalam dinas serta menekan tindakan-tindakan 
yang tidak sesuai dengan kegiatan kedinasan, berdasarkan pernyataan bapak Edy 
Rappang selaku kepala bagian Pengendalian: 
Kontribusi SPIP itu sangant besar sekali tentunya ya, jadi kita itu orientasi 
utamanya uuntuk meningkatnkan pendapatan daerah, kalau dalam konteks 
pengendalian itu SPIP sangat membantu kami dalam melakukan segala bentuk 
kegiatan dalam hal ini utuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, 
efisien, transparan, dan akuntabel. 
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Dari pernyataan diatas menunjukan SPIP memberikan manfaat bagi Dispenda 
Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya 
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bersama SPIP telah menjadi 
ketetapan dalam tata urutan perundangan berbentuk Peraturan Pemerintah, artinya 
bukan sekedar formalitas saja, karena telah menjadi bagian dari keinginan pemerintah 
untuk melengkapi peraturan pelaksana dalam reformasi sektor keuangan. Sehingga 
penilaian terhadap kondisi SPIP suatu instansi pemerintah yang selanjutnya akan 
menjadi dasar evaluasi,  Penerapan SPIP di instansi pemerintah adalah proses yang 
berjalan dalam menerapkan SPIP secara bertahap, mulai dari derajat pemahaman 
(knowing) sampai pada kematangan penyelenggaraan (performing). 
 Unsur Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP) yang tertuang dalam 
internalisasi lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
menujukan konsitensi dan komitmen tinggi terhadap PP No 60 Tahun 2008 
mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hal tersebut terlihat pada 
unsur-unsur SPIP seperti unsur lingkungan pengendalian pada instansi baik dari 
pegawai maupun pimpinan sudah mengetahui dan menjalankan mulai dari 
lingkungan pengendalian terkait pada tstruktur organisasi yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan, sehingga pembatasan akses yang akan dilakukan telah memperhatikan 
struktur organisasi secara tepat. Unsur lingkungan pengendalian terkait 
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pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, agar pembatasan akses 
dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. 
Unsur lingkungan pengendalian terkait komitmen pada kompetensi, agar delegasi 
wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai telah 
memperhatikan kompetensi pegawai yang ditunjuk. Unsur lingkungan pengendalian 
terkait penegakan integritas dan nilai etika, agar tidak terjadi penyalahgunaan 
wewenang oleh petugas yang memiliki akses. Unsur Informasi dan komunikasi 
terkait dengan komunikasi internal, untuk mengkomunikasikan informasi atas 
efektivitas pembatasan akses. Unsur pemantauan terkait dengan pemantauan 
berkelanjutan, untuk memastikan bahwa pimpinan atau atasan telah memberikan 
pengarahan agar pembatasan akses dapat berjalan dengan efektif. 
Dalam hal penilaian atas resiko pengendalian Dispenda Provinsi Sulawesi 
Selatan sudah mengetahui bagaimana menilai resiko dan menganalisis resiko tersebut 
namun masih dibatasi dengan pendekatan yang dilakukan oleh instansi terbatas pada 
pemahamn mengenai perlu untuk mempertimbangkan penilaian atas faktor lain, yang 
dapat meningkatkan risiko yakni dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang 
terjadi di masa lalu (seperti kegagalan pencapaian misi, tujuan dan sasaran, 
pelanggaran penggunaan dana dan peraturan), serta risiko melekat pada misi dan 
program. Namun perlu  melakukan Risk Assessment (identifikasi dan evaluasi risiko 
yang melekat pada organisasi) sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas 
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risiko serta daftar respon risiko serta penyatuan manajemen Risiko Terpadu 
(Enterprise Risk Management/ERP). 
Kemudian selanjutnya berkaitan dengan unsur SPIP dalam hal kegiatan 
pengendalian tetap menujukan komitmen instansi dalam menerapkan SPIP kedalam 
semua lini kegiatan pengendalian Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut 
terlihat dengan adanya  pengendalian umumnya telah efektif, kesalahan jarang terjadi 
di suatu kegiatan yang telah menjalankan aktivitas pengendalian, kemudian instansi 
selalu melihat pengendalian sebagai suatu proses yang secara berkelanjutan untuk 
selalu disempurnakan dan membutuhkan perhatian lebih dari internal Dispenda 
Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengefektifkan kegiatan pengendalian yang 
berkomitmen tinggi. Kemudian hal berbeda pada unsur informasi dan komunikasi 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, memastikan terjalinnya 
komunikasi eksternal yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya 
pengendalian intern dan meninformasikan mengenai kode etik yang berlaku dengan 
menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, hal ini terlihat pada metode 
komunikasi mengutamakan pendekatan interaktif yaitu timbal balik dua arah (two-
way methods) ini memungkinkan pegawai merasa nyaman berkomunikasi dengan 
berbagai saluran informasi dan seluruh pegawai mendapat pelatihan cara 
berkomunikasi yang baik secara berkelanjutan. 
Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan 
rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol 
dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, 
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pemanggilan secara langsung oleh kepala dinas jika membutuhkan informasi terkait 
dengan permasalahan yang ada sehingga  untuk meminimalisir penyimpangan dan 
efektifitas pencapaian tujuan organisasi, seluruh unsur Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah 
terealisasi dengan baik, lingkungan instansi terus berkomitmen tinggi untuk 
meningktan efektifitas dan efesiensi mematuhi dan melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya sesui dengan koridor  Sistem pengendalian intern. 
Dengan demikian sebagai pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola 
sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan 
yang terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan 
kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki 
tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan 
kepada masyarakat (publik). Sebagaimana Aji (2013) menyatakan bahwa terdapat 
beberapa manfaat utama diterapkannya konsep Good Governance, yaitu: 
Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi pemerintahan, terciptanya 
sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, 
transparan, professional, dan akuntabel ,terhapusnya peraturan perundang-undangan 
dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau 
golongan masyarakat, dan terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh 
peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. 
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Melalui SPIP akan memberikan kontribusi bagi terciptanya Good Governance 
pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Edy Rappang 
Mengungkapkan: 
Dalam hal pertanggungjawaban publik kita tentunya salalu berupaya 
menciptakan pengelolaan keuangan Negara yang tentunya mengikuti aturan 
perundang-undangan yang telah ditetapakan, itu tadi SPIP merupakan unsur 
pengendalian yang harus diterapkan setiap instansi tentunya, bagi Dispenda sendiri 
hal tersebut tentunya akan mampu menciptakan komitmen yang tinggi dalam 
mengelola keuangan daerah yang transparan penuh keterbukaanlah pada 
masyarakat. 
 
  Pada internal Dispenda menunjukan bahwa semua unsur pengendalian SPIP 
yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi 
dan komunikasi serta pemantauan sudah diimplementasikan dengan baik hal ini 
mengidikasikan bahwa implementasi SPIP memberikan kontribusi yang baik bagi 
Dinas pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menciptakan prinsip good 
governance yakni kewajaran, tranparansi, akuntabilitas tangungjawab dan 
kemandirian. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan wajib melakukan 
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan 
yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 
Penelitian ini disasarkan pada pengimplementasian PP No 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat unsur-unsur SPIP yakni 
lingkungan pengendalian, penilian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi serta pemantauan yang diterapakan oleh Dispenda Provinsi Sulawesi 
Selatan, Sebagai instansi yang mengelola dana masyarakat, maka sudah 
sepantasnya Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu memberikan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat baik melalui keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, sehingga tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan demi terwujudnya tata kelola yang baik pada  Dispenda 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Penerapan Unsur lingkungan pengendalian pada Dispenda Provinsi 
Sulawesi Selatan, dari hasil penelitian menunjukan bahwa lingkungan 
Pengendalian pada Dispenda  telah diterapkannya dengan membangun etika, 
moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana 
kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik. Peneliti melihat adanya 
komitmen dari Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan unsur 
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lingkungan pengendalian  dengan baik dan sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 
tentang SPIP, selanjutnya penerapan unsur penilaian resiko pada Dispenda 
Provinsi Sulawesi Selatan  pelaksanaannya masih berupa mengenali resiko-resiko 
dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan 
sebelumnya, untuk itu perlu untuk mempertimbangkan penilaian atas faktor lain, 
serta risiko melekat pada misi dan program, sehingga Pimpinan Instansi dapat 
mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada 
kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan. 
Penerapan unsur kegiatan pengendalian pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan 
dari hasil penilaian diperoleh melalui kegiatan pengendalian Dispenda Provinsi 
Sulawesi Selatan sudah menerapakan kegiatan pengendalian sesuai dengan yang 
dirumuskan dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, namun memerlukan 
penerapan yang lebih mendalam dan komiten tinggi, selanjutnya unsur informasi 
dan komunikasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah 
memenuhi unsur SPIP yang baik, namun demikian masih diperlukan adanya 
pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan sehingga 
menciptakan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk 
dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian unsur pemantauan, 
dari hasil penelitian menujukan pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan Sudah 
menerapkan unsur pemantauan sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, pemantauan 
dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian 
tujuan organisasi, hal tersebut sudah terpenuhi dengan baik, secara keseluruhan 
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kelima unsur SPIP pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan Sudah diterapkan 
dengan baiik dan berkomitmen tinggi dalam menerapkan SPIP.  
Implementasi SPIP memberikan kontribusi yang baik bagi Dinas 
pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menciptakan prinsip good 
governance yakni kewajaran, tranparansi, akuntabilitas tangungjawab dan 
kemandirian. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan wajib melakukan 
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian 
tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
sehingga terwujud tata kelola Negara yang baik. 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya: 
1. Bagi Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat meningkatkan 
pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP yang lebih 
berkomitmen tinggi terhadap unsur-unsur dalam SPIP, sehingga 
kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern 
pemerintah dapat dikurangi sampai batas minimum. 
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2. Penelitian ini hanya melihat penerapan SPIP pada Dispenda Provinsi 
Sulawesi Selatan berdasarkan pernyataan dari informan  kemudian 
peneliti mengembangkan dan mencocokan pernyataan tersebut dengan 
kriteria unsurr-unsur dalam SPIP sesuai dengan isi PP No 60 tahun 2008 
tentang SPIP sehingga memungkinkan penelitian ini belum 
menggambarkan hasil yang sebenarnya mengenai implementasi unsur 
SPIP pada Dispenda. Untuk peneliti selanjutnya agar semua unsur-unsur 
SPIP perlu dikaji lebih mendalam, dengan melihat  kontibusi SPIP yang 
terfokus pada kualitas laporan keuangan atau kinerja pegawai/ karyawaan 
seuatu entitas, dengan menggunakan angket sebagai metode penelitian 
untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai tingkat implementasi 
SPIP, semua item dalam daftar uji pengendalian intern pada PP Nomor 
60 Tahun 2008 turut disertakan dalam angket dengan menggunakan 
karyawan sebagai subjek penelitian akan lebih  memaksimalkan 
penelitian. Informan dalam penelitian selanjutnya lebih baik jika 
diperbanyak dan menentukan sesuai dengan bidangnya untuk menjamin 
keakuratan informasi. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA SPIP 
 
Nama  : Muh Rusmin 
Jabatan : KASI Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan 
 
 
No Unsur SPIP Pertanyaan Jawaban 
1 Lingkungan 
pengendalian 
Bagaimana penegakan 
intergiritas dan nilai 
etika pada unit kerja 
dispenda? 
Itu sudah kita laksanakan, sudah 
adami kode etik itu sudah berapa mi 
kita kena sanksi, seluruh pegawai 
sudah mengetahui, memahami isi 
aturan perilaku/standar etika, sanksi 
hukuman terhadap 
pelanggaran aturan perilaku/standar 
etika. 
  Bagaimana bentuk 
Komitmen terhadap 
Kompetensi di 
Dispenda? 
 
Nah itu tiap tahun kita bikin semacam  
diklat bagi semua itu tahun ini kita 
bawa ke BPK masalah pencatatan 
akrual tahun lalu kita bikin diklat 
terkait dengan pengelolaan keuangan 
dn barang nah itu komitmen gitukan  
itu tiap tahun kita menyelenggarakan 
program pelatihan dan pembimbingan 
yang berkesinambungan, 
dan melakukan evaluasi untuk 
memastikan bahwa seluruh pegawai 
sudah menerima pelatihan yang sesuai 
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dengan pelaksanaan tugasnya 
 
  Bagaimana bentuk 
kepemimipinan yang 
kondusif pada unit 
Dispenda? 
Nah kita sendiri telah memiliki 
komitmen kuat terhadap fungsi 
tertentu dalam penerapan SPIP seperti 
fungsi 
pencatatan dan pelaporan keuangan, 
dan penyempurnaannya, pengelolaan 
pegawai, pengawasan intern maupun 
ekstern 
  Bagaimana 
Pembentukan Struktur 
Organisasi yang sesuai 
dengan Kebutuhan? 
Nah itu tinggal liat struktur 
organisasinya tapi inikan dalam hal 
orietasintya struktur organisasi 
Dispenda secara keseluruhan itukan 
orientasi bagaimna dapat 
meningkatkan pendapatan toh, tp 
kalau yang kita maksud itu orientasi 
dalam konteks pengendalian nah disini 
dibidang ini, bapak ini pengawasaan 
keuangan dan itu kepala bidang dalam  
bidang pengendalian dan pembinaan  
saya pembinaan dan bapak yang ini 
pengawasan keuangan materipersonil 
dan ibu tadi yang bawa masuk kue itu 
penegakan hokum  nah gitu  
  Bagaimana 
pendelegasian 
wewenang dan 
tanggungjawab pada 
Dispenda? 
Yaa nah itu sama toh wewenang telah 
diberikan secara tepat sesuai dengan 
tingkat tanggung jawabnya masing-
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masing. 
  Bagaimana penyusunan 
dan penerapan 
kebijakan yang sehat 
tentang pembinaan 
SDM? 
Instansi telah melaksanakan kebijakan 
dan prosedur pembinaan SDM, sejak 
rekrutmen sampai dengan 
pemberhentian pegawai, yang 
mengutamakan kompetensi, etika dan 
integritas, serta mendorong 
tercapainya kinerja 
  Bagaimna hubungan 
kerja dengan instansi 
pemerintah terkait? 
Nah jadi kita ini ada kita berhubungan 
dengan  APIP Aparat pemeriksa 
internal pemerintah , APIP itu  ada 
(Inspektorat, BPKP dan irjen) jadi kita 
berhubungan dengan tiga itu irjen 
tibdagri, inspektorat, BPKP adalah nah 
kemudian adalagi yang namax aparat 
eknternal pemerintah itu BPK, itu juga 
kita selau berhubungan dengan BPK  
dalam hal misalnya rekonsiliasi data 
keuangan, pelaporan keuangan dan 
Anggaran nah itu semua rutin ke BPK 
  Bagaimana perwujudan 
peran aparat 
pengawasan intern 
pemerintah yang 
efektif? 
Nah ini pak sabirin namanya dia tiap 
tahun kita melakukan control terhadap 
pelaksanaan kegiatan dibawah di 
UPTD kan di Dispenda dulu  UPTD 
itu tiap tahunya kita pasti turun 
kebawah melakukan pengawasan  
melakukan monitoring ah dia bapak 
sabirin ini  bagaimana penerimaan 
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bagaimana pelaksananaam kegiatan 
intensifikasi pajak  dan kemudian itu 
bagaimana penggunaan barag-barang 
berharga penggunaan ifentaris kantor 
apa segala macam toh. Itu tiap tahun 
kita lakukan kebawah itu di seksi 
pengawasan, kalau di saya dalam hal 
pembinaannya ke bawah apa-apa yang 
harus dilaksanakan dalam konteks 
SPIP tadi  supaya ini  semua jajaran di 
Dispenda ini  melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sesui dengan 
koridor  SPI 
2 Penilaian resiko   Jadi resikonya disinini ini banyak 
terutama resiko dalam hal penerimaan 
pendapatan tapi itu sudah bias 
diminimalisir dengan  lewat system 
penerimaan pajak daerah nah ada 
sistemnya disini, disitu kita bias tau oh 
disitu ada penyimpangan nah itu sudah 
bias kita control itu dari sisi 
penerimaan trus kalau dari sisi 
pelaksanaan kegiatan resikonya itu ya 
misalnya aparat teman-teman dibawah 
kantor sini kan disini dulu UPTD jadi 
itu resikonya itu misalnya mereka 
membuat kayak begini laporanya tidak 
sesuai dengan yang diharapkan nah itu 
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banyak tapikan disini kita kontrol trus 
ini loh yang kurang ini gitu itu untuk 
mengantisipasi resiko  
3 Kegiatan 
pengendalian 
Bagaimana reviu atas 
kinerja instansi 
pemerintah yang 
bersangkutan? 
Terdapat reviu atas kinerja teman-
teman dalam hal ini dilaksanakan 
dengan membandingkan kinerja 
dengan tolok 
ukur kinerja yang ditetapkan pada 
level instansi, aktivitas/ kegiatan 
yang sesuai dengan kebutuhan. 
  Bagaimana pembinaan 
sumber daya manusia 
di unit dispenda? 
Ya itu tadi dengan melakukan 
pelatihan dan diklat bagi semua lini 
pegawai  mengenai bagimana mereka 
bisa supaya mencapai visi dan misi 
dispenda, jadi gitu orientasi utama ya 
itu meningkatakn pendapatan daerah  
  Bagaimana 
pengendalian atas 
pengelolaan sistem 
informasi diunit 
Dispenda ? 
Nah itu kita ada system disini, 
semuanya terkofer dengan jelas itu 
dari 24 wilayah sesulawesi selatatan 
semuanya masuk disini dan selalu 
kami informasikan keluar baik melalui 
portal kepegawaian mengenai 
misalnya kegiatan pengendalian umum 
pengamanan sistem informasi untuk 
memastikan akurasi dan kelengkapan 
informasi yang memperhatikan: 
penetapan organisasi untuk 
implementasi, pemantauan efektivitas 
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program pengamanan jadi gitu 
  Apakah ada 
pengendalian fisik atas 
asset? 
Ya, terdapat pengendalian fisik atas 
aset yang telah ditetapkan oleh 
Pimpinan Instansi Pemerintah 
diimplementasikan dan 
dikomunikasikan kepada seluruh 
pegawai 
  Apakah ada penetapan 
dan reviu indikator dan 
ukuran kinerja? 
Ya, dengan melakukan reviu dan 
validasi secara periodik atas ketetapan 
dan keandalan ukuran dan indikator 
kinerja. 
 
  Apakah ada pemisahan 
fungsi? 
Ya, Terdapat pemisahan fungsi yang 
menjamin bahwa seluruh aspek utama 
transaksi atau kejadian tidak 
dikendalikan oleh 1 (satu) orang yang 
ditandai dengan pemisahan tanggung 
jawab dan tugas atas transaksi atau 
kejadian terkait dengan otorisasi, 
persetujuan, pemrosesan dan 
pencatatan, pembayaran atau 
pemerimaan dana, reviu dan audit, 
serta fungsi-fungsi penyimpanan dan 
penanganan asset 
  Apakah ada otorisasi 
atas transaksi dan 
kejadian yang penting? 
Ya, terdapat otorisasi atas transaksi 
dan kejadian yang penting yang 
ditetapkan oleh pimpinan Instansi 
Pemerintah dan dikomunikasikan 
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kepada seluruh pegawai hanya 
transaksi dan kejadian signifikan yang 
dientri adalah yang telah diotorisasi 
dan dilaksanakan hanya oleh pegawai 
sesuai lingkup otoritasnya 
  Apakah setiap 
pencatatan sudah 
actual? 
Ya, transaksi dan kejadian 
diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat 
segera dalam seluruh siklus transaksi atau 
kejadian. 
 
  Apakah ada 
pembatasan akses atas 
sumber daya dan 
pencatatannya? 
Ya, akses hanya diberikan kepada 
pegawai yang berwenang dan 
pimpinan Instansi Pemerintah 
melakukan reviu atas pembatasan 
tersebut secara berkala dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor 
seperti nilai aset, kemudahan 
dipindahkan, kemudahan ditukarkan, 
  Apakah ada 
kuntabilitas terhadap 
sumber daya dan 
pencatatannya? 
Ya,  terdapat penetapan akuntabilitas 
terhadap sumber daya dan pencatatannya 
dengan menunjuk petugas yang 
bertanggung jawab terhadap penyimpanan 
sumber daya dan pencatatannya, pimpinan 
Instansi Pemerintah melakukan reviu atas 
penugasan tersebut secara berkala 
 
  Apakah sudah 
dilakukan pengelolaan 
dan penyimpanan 
dokumen dengan baik? 
Ya, terdapat dokumentasi yang baik 
atas Sistem Pengendalian Intern serta 
transaksi dan kejadian penting, yang 
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diwujudkan dengan cara memiliki, 
mengelola, memelihara, dan secara 
berkala memutakhirkan dokumentasi 
tersebut. 
4 Informasi Dan 
Komunikasi 
Apakah bentuk 
informasi dan 
komunikasi sudah 
dilakukan dengan baik? 
Ya, dengan menyediakan dan 
memanfaatkan berbagai bentuk dan 
sarana komunikasi, antara lain berupa 
pedoman kebijakan dan prosedur, 
surat edaran Notulen rapat staf, 
laporan bulanan termasuk pula 
tindakan pimpinan yang mendukung 
implementasi SPIP Informasi dari 
sumber internal dan eksternal yang 
relevan dengan tugas dan fungsi telah 
diperoleh dan disampaikan kepada 
Pimpinan IP 
Memastikan terjalinnya komunikasi 
eksternal yang efektif, yaitu untuk 
mengetahui berfungsinya pengendalian 
intern dan meninformasikan mengenai 
kode etik yang berlaku dengan 
menggunakan berbagai bentuk dan sarana 
dalam mengkomunikasikan informasi 
penting, antara lain berupa buku pedoman 
kebijakan, prosedur, surat edaran, 
memorandum, papan pengumuman, situs 
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internet dan intranet, rekaman video, e-
mail dan arahan lisan kepada pegawai dan 
lainnya dan dukungan pimpinan Instansi 
Pemerintah terhadap pengembangan 
teknologi informasi ditunjukkan 
dengan komitmennya dalam 
menyediakan pegawai dan pendanaan 
yang memadai terhadap upaya 
pengembangan tersebut 
 
5 Pemantauan  Apakah sudah 
dilakukan pemeriksaan 
kembali terhdap hasil 
kegiatan? 
Ya, sudah dilaksanakan per triwulan 
selalu ditinjau kembali hasil kegiatan,  
  Apakah sudah 
dilakukan evaluasi 
terhdapa kegiatan yang 
telah dilaksanakan? 
Ya, sudah dilaksanakan adapun 
kegiatan monitoring/kontrol 
pengelolaan rutin terkait dalam 
pelaksanaan tugas baik oleh atasan 
langsung maupun kontrol dalam 
bentuk koordinasi antar bidang untuk 
memberikan masukan-masukan, 
pemanggilan secara langsung oleh 
kepala dinas. Nah  itu tadi tugasnya  
pak sabirin  dia tiap tahun kita 
melakukan control terhadap 
pelaksanaan kegiatan dibawah di 
UPTD kan di Dispenda itu tiap 
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tahunya kita pasti turun kebawah 
melakukan pengawasan  melakukan 
monitoring bagaimana penerimaan 
bagaimana pelaksananaam kegiatan 
intensifikasi pajak  dan kemudian itu 
bagaimana penggunaan barag-barang 
berharga penggunaan ifentaris kantor 
apa segala macam toh. Itu tiap tahun 
kita lakukan kebawah itu di seksi 
pengawasan, kalau di saya dalam hal 
pembinaannya ke bawah apa-apa yang 
harus dilaksanakan dalam konteks 
SPIP tadi  supaya ini  semua jajaran di 
Dispenda ini  melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sesui dengan 
koridor  SPI 
 
 
 
 
129 
 
UJI KEABSAHAN DATA (UJI DEPENDABILITAS) 
No 
Uraian Aktivitas Selama  
Proses Penelitian 
Telah dilaksanakan 
dan Diperiksa oleh 
Dosen Pembimbing 
TTD 
Ya Tidak 
1.  Dalam menyusun proposal penelitian, peneliti 
membaca jurnal-jurnal dan referensi lainnya 
untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada 
lembaga keuangan syariah yang berhubngan 
dengan akuntansi. Selain itu peneliti juga 
mengidentifikasi masalah dari proses 
pembelajaran terutama  dari Dosen yang 
membahas mengenai akuntansi syariah.  
   
2. Proposal penelitian disertai dengan pertanyaan 
untuk wawancara. Dimana penyusunan 
pertanyaan wawancara tersebut dibantu dengan 
bimbingan Dosen Pembimbing. Peneliti 
menyusun pertanyaan wawancara mengenai 
penerapan PP No 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 
Pertanyaan tersebut dibuat berdasarkan 
pemikiran peneliti dengan cara memaknai 
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unsur SPIP tersebut ke dalam lingkungan kerja 
Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Melakukan bimbingan kepada kedua Dosen 
pembimbing yang dilakukan berkali-kali 
hingga tersusunlah proposal penelitian 
sebagaimana yang dikehendaki oleh peneliti 
dan Dosen Pembimbing. 
   
3. Setelah proposal penelitian disetujui oleh 
Dosen Pembimbing, peneliti mengikuti seminar 
proposal.  
   
4. Peneliti mengajukan surat penelitian pada 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan  dengan persetujuan kedua Dosen 
Pembimbing, yang membutuhkan waktu 2 
minggu untuk memperoleh surat balasan. 
Namun sebelumnya peneliti telah melakukan 
pra penelitian untuk mengetahui bagaimana 
tahap dan persyaratan untuk meneliti pada  
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan  .  
   
5. Setelah surat balasan telah diterima, maka    
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peneliti melakukan persiapan wawancara, 
seperti menentukan waktu wawancara. Adapun 
waktu wawancara ditentukan dari kesediaan 
informan. Dimana untuk menentukan kesiapan 
informan, membutuhkan waktu 2 Bulan. 
Informan yang akan diwawancara pun tidak 
ditentukan sendiri oleh peneliti melainkan 
pihak bank melihat siapakah yang berkompeten 
dan mengetahui materi yang akan 
dipertanyakan karena sebelumnya proposal 
telah diserahkan kepada Dispenda Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 Wawancara dengan  dilakukan dengan 
Bapak Eddy Pappang selaku Kabid 
Pengendalian dan Pengawasan, namun 
berhubung beliau tidak Memiliki waktu 
yang cukup maka di limpahkan kepada 
bapak Muh. Rusmin selaku KASI 
Pembinaan Teknis Administrasi 
Pengelolaan Pendapatan pada tanggal 14 
Januari 2016 dengan durasi waktu kurang 
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lebih 1 jam. Dan dihari yang sama 
wawancara dilakukan dengan bapak 
Sabirin Daud Nompo selaku KASI 
Pengawasan Keuangan Materil dan 
Personil. Digunakannnya 3 informan dalam 
penelitian ini untuk lebih mengakuratkan 
hasil penelitian dan digunakannya 
pertanyaan yang sama pada beberapa 
informan dengan tujuan melihat apakah ada 
jawaban dari informan yang bias (uji 
kredibilitas/validitas internal, yaitu 
triangulasi sumber data). Dan hasilnya 
jawaban dari para informan mempunyai inti 
yang sama meskipun struktur kata yang 
digunakan berbeda, namun artinya sama. 
Dan jawaban dari informan tersebut saling 
melengkapi. 
6. Dari jawaban beberapa informan, maka peneliti 
melakukan analisis data. Dalam hal ini peneliti 
melakukan analisis terhadap jawaban para 
informan dengan memaknai kata ataupun 
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kalimat yang dilontarkan oleh informan untuk 
memperoleh pemahaman atau pengetahuan 
baru (hermeneutika-fenomenologi). Selanjunya  
semua jawaban dari informan dimasukkan 
dalam hasil dan pembahasan, berdasarkan 
kriterian yang terkadung dalam PP No 60 
Tahun 2008 tentang SPIP.  
7. Setelah hasil dan pembahasan (penyajian data) 
penelitian diungkap,maka peneliti melakukan 
verifikasi atau penarikan kesimpulan terhadap 
hasil dan pembahasan (penyajian data) tersebut. 
Selain itu pada bagian kesimpulan diungkaplah 
kesesuaian hasil penelitian dengan teori yang 
digunakan, yaitu teori kepatuhan dan konsep 
maslahah (triangulasi teori) agar hasilnya tidak 
bias. 
   
8. Melakukan uji keabsahan data berupa uji 
dependabilitas, yaitu dengan melaporkan 
kembali proses penelitian tersebut. 
   
9. Melakukan bimbingan kepada Dosen 
Pembimbing untuk memperoleh persetujuan 
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skripsi diproses lebih lanjut (untuk seminar hasi 
dan munaqashah. 
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